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ANALISIS PEMILIHAN PRIORITAS UNIT USAHA SEBAGAI DASAR
PENYERTAAN MODAL YANG PROPORSIONAL PADA BUMDES
MANDIRI ARUM
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TEDY DHARMAWAN
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ABSTRAK

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memerlukan penetapan prioritas
unit usaha yang tepat agar penyertaan modal dapat dialokasikan secara optimal dan
sesuai kebutuhan masyarakat. Pada BUMDes Mandiri Arum, Desa Sumberarum,
Banyuwangi, alokasi modal belum sepenuhnya didasarkan pada skala prioritas
yang terukur. Pendekatan deskriptif digunakan dengan metode Analytical
Hierarchy Process (AHP) melalui kuesioner perbandingan berpasangan kepada 10
responden yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa, BPD, pengelola BUMDes, dan
masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa unit usaha pengelolaan sampah
memiliki bobot prioritas tertinggi sebesar 0,489, diikuti HIPPAM sebesar 0,270 dan
perdagangan sebesar 0,241 dengan tingkat konsistensi yang dapat diterima. Bobot
tersebut menjadi dasar dalam penentuan proporsi penyertaan modal pada masing-
masing unit usaha. Penerapan metode AHP memberikan hasil yang sistematis,
rasional, dan terukur dalam mendukung pengambilan keputusan serta
pengalokasian modal yang lebih tepat sasaran.

Kata Kunci: Badan Usaha Milik Desa, Analytical Hierarchy Process, Prioritas
Unit Usaha, Penyertaan Modal, Proporsionalitas
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ANALYSIS OF BUSINESS UNIT PRIORITY SELECTION AS THE BASIS
FOR PROPORTIONAL CAPITAL PARTICIPATION IN THE MANDIRI
ARUM VILLAGE-OWNED ENTERPRISE
Sugeng Hartanto, S.E., M.Akun

TEDY DHARMAWAN

Public Sektor Accounting Study Program
Departement of Business

ABSTRACK

The management of Village-Owned Enterprises (BUMDes) requires the proper
prioritization of business units so that capital contributions can be optimally
allocated and aligned with the needs of the community. At BUMDes Mandiri Arum,
Sumberarum Village, Banyuwangi, capital allocation has not yet been fully based
on measurable priorities. A descriptive approach was used with the Analytical
Hierarchy Process (AHP) method through a paired comparison questionnaire
administered to 10 respondents comprising representatives from the Village
Government, the Village Council (BPD), BUMDes managers, and the community.
The results of the analysis indicate that the waste management business unit has
the highest priority weight of 0.489, followed by HIPPAM at 0.270 and trade at
0.241, with an acceptable level of consistency. These weights serve as the basis for
determining the capital contribution proportions for each business unit. The
application of the AHP method yields systematic, rational, and measurable results
in supporting decision-making and more targeted capital allocation.

Keywords: Village-Owned Enterprises, Analytical Hierarchy Process, Business
Unit Priorities, Capital Investment, Proportionality.



RINGKASAN

Analisis Pemilihan Prioritas Unit Usaha sebagai Dasar Penyertaan Modal
yang Proporsional pada BUMDes Mandiri Arum, Tedy Dharmawan, NIM
D42221551, Tahun 2026, 48 Halaman, Jurusan Bisnis, Program Studi D-IV
Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember, Sugeng Hartanto,S.E.,
M.Akun.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemilihan prioritas unit usaha
sebagai dasar penyertaan modal yang proporsional pada BUMDes Mandiri Arum.
Latar belakang penelitian ini adalah belum adanya dasar yang jelas dalam
pengalokasian penyertaan modal sehingga pembagian modal pada masing-masing
unit usaha belum optimal dan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan
masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan
alat analisis Analytical Hierarchy Process (AHP), melalui kuesioner perbandingan
berpasangan yang diberikan kepada responden dari unsur pemerintah desa, BPD,
pengelola BUMDes, dan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan perhitungan AHP
diperoleh bobot prioritas unit usaha, yaitu pengelolaan sampah sebesar 0,489
sebagai prioritas utama, diikuti oleh unit usaha HIPPAM sebesar 0,270 dan unit
usaha perdagangan sebesar 0,241. Nilai bobot tersebut mencerminkan tingkat
kepentingan masing-masing unit usaha terhadap kebutuhan masyarakat dan
digunakan sebagai dasar dalam menentukan penyertaan modal secara proporsional.

Kesimpulan penelitian ini adalah metode AHP mampu menghasilkan
keputusan yang sistematis, rasional, dan terukur dalam menentukan prioritas unit
usaha. Dengan adanya bobot prioritas tersebut, penyertaan modal dapat
dialokasikan sesuai tingkat kebutuhan masing-masing unit usaha sehingga lebih
tepat sasaran dan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan BUMDes

serta kesejahteraan masyarakat desa.
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan satuan terkecil masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah guna mengatur kepentingan masyarakat umum, sesuai dengan adat istiadat
yang dianut serta asal-usul desa dan diakui serta dihormati dalam sistem
pemerintahan Republik Indonesia seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014. Desa memiliki kewenangan dalam mengatur pemerintahan
termasuk dalam segi perekonomian dan kesejahteraan sosial demi menunjang
pembangunan desa. Permasalahan desa kerap kali terletak pada keterbatasan
penerimaan pendapatan desa, maka desa dituntut untuk mandiri dengan menggali
potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Heriyanti S., 2023).
Potensi lokal desa tidak serta merta berasal dari sumber daya alam dan sumber daya
manusia yang dimiliki, namun juga didasari dari kebutuhan masyarakat desa itu
sendiri. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Inayah et al., 2023), potensi
lokal didasari dari kebutuhan masyarakat sebagai faktor utama dalam
mempertimbangkan arah pengembangan potensi lokal. Dalam upaya menjadi desa
mandiri berbagai cara dilakukan desa dalam mengoptimalkan penerimaan
pendapatan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satu upayanya
yaitu pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tidak hanya bergerak
pada bidang ekonomi namun juga sosial.

BUMDes merupakan lembaga perekonomian dan sosial yang ada pada
sektor desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang Badan
Usaha Milik Desa , BUMDes adalah entitas hukum yang didirikan oleh desa atau
kerjasama antar desa untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, meningkatkan
investasi dan produktivitas, serta menyediakan layanan dan jenis usaha lainnya
demi kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes berfungsi sebagai lembaga
perekonomian pedesaan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat desa dan mengelola potensi desa. BUMDes menjadi sumber

pendapatan desa dan masyarakat melalui kegiatan dalam bentuk unit usaha dan



bersifat social profit. Dalam menjalankan kegiatan usahanya BUMDes bergantung
kepada penyertaan modal desa dan penyertaan modal lainnya.

Berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Penyertaan modal pada BUMDes
berasal dari dua sumber yaitu APBDes dan masyarakat. Penyertaan modal desa
menjadi modal awal berdirinya BUMDes sebelum kegiatan unit usaha dilakukan.
Namun, setelah kegiatan unit usaha berjalan penyertaan modal masyarakat desa
akan menjadi pendukung keberlangsungan kegiatan unit usaha BUMDes.
Mokoagow et al., (2020) menyebutkan bahwa penyertaan modal masyarakat tidak
hanya berupa uang melainkan juga barang. Akan tetapi, meskipun BUMDes selalu
aktif dalam beroperasi dan menawarkan berbagai peluang usaha, minat masyarakat
dalam menyertakan modalnya pada BUMDes masih cenderung rendah. Rendahnya
partisipasi masyarakat ini sering kali disebabkan oleh kurangnya rasa
membutuhkan masyarakat terhadap unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes.
Maka dari itu unit usaha yang dibentuk haruslah tepat akan kebutuhan masyarakat.

Pemilihan unit usaha BUMDes dimulai dari pembentukan BUMDes itu
sendiri dengan berbagai macam pertimbangan yang ada. Unit usaha BUMDes
merupakan bagian dalam BUMDes yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan
komersial dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dengan memnfaatkan
potensi lokal desa (Ridlwan, 2015). Pemilihan unit usaha BUMDes dilakukan
berdasarkan berbagai macam pertimbangan melalui potensi desa dan sumber daya
masyarakat demi terlaksanakannya kegiatan unit usaha BUMDes (Sabatina & Budi
Trisnanto, 2021). Kegiatan unit usaha BUMDes tidak hanya dinilai melalui
kemampuan aparatur pemerintah desa dan pengelola BUMDes dalam mengelola
BUMDes melainkan juga partisipasi masyarakat dalam kegiatan BUMDes menjadi
faktor utama penentu keberhasilan kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes.
Pemilihan prioritas unit usaha menjadi penting dilakukan agar pembagian
penyertaan modal proporsi sesuai dengan kebutuhan unit usaha yang sebenarnya.

Proporsionalitas sendiri didefinisikan sebagai pemberian prestasi yang
proporsi sehingga dapat memberikan keadilan sesuai dengan porsinya masing-

masing (Marlinah, 2024). Dalam asas proporsionalitas tidak hanya memberikan



kesamaan secara matematis namun menekankan keseimbangan dalam pembagian
hak. Artinya pembagian penyertaan modal BUMDes dalam unit usaha tidak hanya
terbagi atas pertimbagan potensi desa namun juga harus terbagi berdasarkan
pertimbangan kebutuhan masyarakat dan kemampuan dalam mengelola
manajemen unit usaha itu sendiri sebagai penentu unit usaha prioritas dalam
mencapai tujuan serta pengoptimalan penggunaan sumber daya modal yang ada.

Dasar pendirian BUMDes akan menjadi dasar dalam pembentukan unit
usahanya yang mana seharusnya dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat.
Pertimbangan terhadap biaya operasional yang akan dikeluarkan dalam
pembentukan unit usaha untuk mengelola potensi desa juga menjadi hal yang benar-
benar harus dipertimbangkan. Pada penelitian Rihi et al., (2024) menunjukkan
banyaknya potensi yang dimiliki desa tidak menjamin pengembangan unit
usahanya, hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Penelitian
yang dilakukan oleh Rosyada et al., (2019) menunjukkan bahwa pembentukan
BUMDes dinilai dari pemahaman masyarakat dan berdasarkan potensi desa. Pada
penelitian Sari & Arisena, (2023) pembentukan BUMDes sebagai dasar pemilihan
unit usaha hanya menyebutkan potensi yang dimiliki oleh suatu desa saja. Dari
permasalahan ini, jika mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021
tentang Badan Usaha Milik Desa tujuan utama pendirian BUMDes adalah untuk
menyejahterakan masyarakat. Maka dapat ditemukan urgensi penelitian yaitu
seharusnya dalam pembentukan unit usaha BUMDes harus mempertimbangkan
pentingya kajian akan kebutuhan masyarakat, pengelolaan manajemen yang baik,
dan pentingnya kajian akan potensi desa.

Objek dari penelitian ini adalah BUMDes Mandiri Arum yang terletak di
Desa Sumberarum, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi. Dengan jumlah
penduduk sekitar 6.264 jiwa pada tahun 2022, Desa Sumberarum memberikan
potensi konsumen yang tinggi sehingga BUMDes Mandiri Arum menjadi lembaga
ekonomi lokal yang didirkan dengan tujuan utama untuk kesejahteraan masyarakat
pada bidang Perdagangan, Pengelolaan Sampah, HIPPAM, dan Wisata. BUMDes
Mandiri Arum memiliki beberapa unit usaha antara lain unit usaha Perdagangan,

HIPPAM Mandiri Arum, dan Pengelolaan Sampah. Dalam melaksanakan kegiatan



usahanya, BUMDes Mandiri Arum tidak memiliki aturan yang mengatur terkait
penyertaan modal pada setiap unit usaha yang dijalankan, sehingga pengalokasian
dana penyertaan modal belum didasarkan pada tingkat kebutuhan masyarakat
terhadap masing-masing unit usaha. Akibatnya, penggunaan modal menjadi kurang
tepat sasaran dan belum optimal dalam mendukung pemenuhan kebutuhan serta
peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini dilakukan guna
menganalisis manakah kegiatan unit usaha yang paling dibutuhkan oleh masyarakat
sehingga pengelola BUMDes Mandiri Arum dapat menentukan tingkat prioritas
unit usaha dan mengoptimalkan penyertaan modal secara proporsional terhadap
unit usaha yang dialankan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti ingin melakukan
penelitian dengan judul “ANALISIS PEMILIHAN PRIORITAS UNIT USAHA
SEBAGAI DASAR PENYERTAAN MODAL YANG PROPORSIONAL
PADA BUMDES MANDIRI ARUM”.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan rumusan masalah
adalah “Bagaimana pemilihan prioritas unit usaha sebagai dasar penyertaan modal

yang proporsional pada BUMDes Mandiri Arum?”.

1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini
adalah “Untuk menjelaskan pemilihan prioritas unit usaha sebagai dasar penyertaan

modal yang proporsional pada BUMDes Mandiri Arum”.

1.4 Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan dapat memberikan
manfaat sebagai berikut:
1. Manfaat bagi peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan
pemahaman terkait pemilihan prioritas unit usaha dengan proporsionalitas
penyertaan modanya serta mendapatkan pengalaman terkait dengan proses

penelitian dalam mengolah data hingga memperoleh hasil skripsi dalam hal ini



Analisis Pemilihan Prioritas Unit Usaha Sebagai Dasar Penyertaan Modal Yang
Proporsional Pada BUMDes Mandiri Arum. Dan sebagai bentuk pemenuhan
penyusunan skripsi untuk mencapai gelar sarjana terapan di program studi
akuntansi sektor publik.

Manfaat bagi BUMDes Mandiri Arum Desa Sumberarum

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar dalam
mempertimbangkan pemilihan prioritas unit usaha yang dijalankan oleh
BUMDes Mandiri Arum, sehingga dapat mengetahui prioritas unit usaha untuk
optimalisasi penyertaan modal dalam memodali kegiatan unit usaha BUMDes
Mandiri Arum.

Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan, referensi, tolok ukur dan
sarana pendukung sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti lain dalam

memperluas objek penelitian di masa mendatang.



BAB 2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah pedoman untuk menguatkan
implementasi sebuah penelitian. Dengan mengetahui perbandingan dari penelitian
yang telah dilakukan sebelumnya dapat menjadi referensi dalam penelitian dimasa

yang akan datang. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan sebagai dasar

penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu

No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan
1. Septiani, A. 1. Keputusan Berdasarkan hasil Perbedaan dalam
(2025) Pemerintah penelitian  ditemukan penelitian ini adalah
Dalam Penentuan faktor-faktor yang penggunaan metode
Prioritas  Faktor memengaruhi AHP yang dilakukan
dan Lokasi keputusan pemerintah secara manual.
Pelayanan dalam penentuan
Infrastruktur Air lokasi pelayanan
Bersih di Kota infrastruktur air bersih
Cirebon mencakup aspek
politik, ekonomi-
finansial, teknis, fisik-
lingkungan, dan sosial.
2. Baskara Nasution Analisis Berdasarkan hasil Perbedaan dalam
et al., (2023) Pengembangan analisis penelitian ini penelitian ini adalah
Bumdes Melalui prioritas kebijakan penggunaan metode
Ekowisata dengan dalam Pengembangan AHP yang penentuan
Metode BUMDes. Strategi  kriteria dan
Analytical Pemasaran yang alternatifnya
Hierarchy berkualitas sebagai  berdasarkan pada
Process (AHP) kriteria pertama, dokumentasi.
kemudian disusul
dengan strategi
Ketenagakerjaan
sebagai prioritas
kedua, dan adanya
teknologi inovasi yang
di kembangkan di
BUMDes sebagai
prioritas ketiga.
3. Saputra & Irawan, Penentuan Dalam penelitian ini Perbedaan dalam
(2022) Prioritas menggabungkan dua penelitian ini adalah
Pembangunan konsep atau konsep hanya menggunakan
Infrastruktur Pada kombinasi yang metode AHP yang
Desa Sinar Mas dilakukan adalah  dilakukan secara
Aalam  Dengan Metode AHP  manual.
Menggunakan digunakan untuk
Metode mencari bobot prioritas
Analytical setiap kriteria untuk
Hierarchy selanjutnya akan




sapi potong. Prioritas
kriteria pemilihan unit

Process  (AHP) dipakai dalam
dan métode penghitungan metode
Weighted Product Weighted Product
(WP) (WP) dengan tujuan
mencari rangking
terbaik yang nantikan
digunakan sebagai
prioritas pembangunan
infrastruktur.

4. Maulana, M. R., Penggunaan AHP Hasil analisis Perbedaan dalam
Ariza, R., Hidayat, dalam Sistem menunjukkan bahwa penelitian ini adalah
C., Anshor, A. H., Pengambilan Shopee menempati penggunaan metode
& Fatchan, M. Keputusan posisi terdepan sebagai AHP yang dilakukan
(2025) Pemilihan marketplace yang secara manual.

Marketplace dipilih konsumen,
(Studi Kasus: disusul oleh Lazada
Marketplace  E- dan Tokopedia.
Commerce di Era

Digital)

5. Palupi, (2021) Analisis Hasil penelitian ini Perbedaan dalam
Pengelolaan membuktikan bahwa penelitian ini adalah
Badan Usaha dengan menggunakan penggunaan metode
Milik Desa metode AHP AHP yang dilakukan
(Bumdes) dalam pengelolaan pada secara manual dan
Menunjang masing-masing tanpa menggunakan
Pembangunan BUMDes. BUMDes di  sub kriteria.
Ekonomi Desa Kecamatan  Ngancar

mendapat

peran fasilitator dari
Pemerintah ~ Daerah
yaitu Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat

dan Pembangunan
Desa (DPMPD).
Eksistensi BUMDes
juga berkontribusi
terhadap
pemberdayaan
masyarakat desa.

6. Oktaviana & Rum, Sistem Hasil dari penelitian ini  Perbedaan dalam

(2023) Pengambilan menunjukkan bahwa penelitian ini adalah
Keputusan terdapat lima unit penggunaan metode
Pemilihan ~ Unit wusaha yang dapat AHP tanpa
Usaha BUMDes dikembangkan oleh menggunakan sub
Melati, Desa BUMDes yaitu kriteria.

Daramista fotokopi dan ATK,

Kecamatan produksi air

Lenteng, kemasan, jasa

Kabupaten pemasaran ronce

Sumenep. melati, wisata edukasi
sapi lokal, dan
penggemukan




usaha BUMDes yaitu
potensi lokal desa.

Sub kriteria dominan
dalam pemilihan unit
usaha yaitu
keuntungan yang
diperoleh,

banyak peminat dan
menjadi kebutuhan
warga, infrastruktur
memadai, dan
keterampilan =~ SDM.
Prioritas alternatif
dalam pemilihan unit
usaha BUMDes Melati
yaitu jasa pemasaran
ronce melati

7. Yudiardi et al, Analisis Usaha Dalam penelitian ini Perbedaan dalam
(2021) Unggulan menggunakan penelitian ini adalah
Bumdes Dengan Pendekatan Analytical penggunaan metode
Pendekatan Hierarchy Process AHP tanpa
Analytical (AHP). Berdasarkan menggunakan sub
Hierarchy hasil dari analisis AHP  kriteria.
Process (AHP) Di  usaha unggulan
Desa Citangtu BUMDes Surya Mekar
Kecamatan Motekar  penyewaan
Pangatikan gerobak menjadi
Kabupaten Garut  prioritas utama dengan
nilai bobot sebesar
0,058, kemudian
sembako menjadi
prioritas kedua dengan
nilai bobot sebesar
0,026 dan Bank
Sampah menjadi
prioritas terakhir
dengan nilai bobot
sebesar 0,024.
8. Rahman & Implementasi Dalam penelitian ini Perbedaan dalam
Susilawati (2022)  Analytical penulis penelitian ini adalah
Hierarchy mereckomendasikan penggunaan metode
Process  (AHP) sistem pendukung AHP yang dilakukan
dalam Pemilihan keputusan (SPK) secara manual.
Usaha Mikro dengan metode
(Studi Kasus Analytical Hierarchy
Dinas  Koperasi Process (AHP) karena
UMKM Kota hasil akhir berbentuk
Bandung) ranking. Hasil

perangkingan dari 7
dipilih 3 yaitu Usaha
Mikro Cilok Ambu
sebagai peringkat
pertama dengan nilai
0,3616, Usaha Mikro
Rumah Sate Cinta




Mamah
peringkat kedua
dengan nilai 0,2211
dan Usaha Mikro Baso
Tahu Nyentrie sebagai
peringkat ketiga
dengan nilai 0,1480.

sebagai

9. Ramdani & Sistem Pada penelitian ini Perbedaan dalam
Julkarnain, (2023)  Pendukung Metode yang penelitian ini adalah
Keputusan digunakan yaitu penggunaan metode
Pemberian metode AHP. AHP yang dilakukan
Bantuan Perhitungan AHP secara manual.
Langsung Tunai menggunakan 5
Dana Desa kriteria, yaitu tenaga
Menggunakan kerja, investasi,
Metode kapasitas ~ produksi,
Analytical nilai produksi, dan
Hierarchy bahan baku. Selain itu,
Process metode Analytical
Hierarchy Process
AHP juga menghitung
5 intensitas  yaitu
sangat tinggi, tinggi,
sedang, rendah, dan
sangat rendah. Hasil
akhir =~ menunjukkan
bahwa metode
Analytical Hierarchy
Process (AHP)
berhasil diterapkan
pada Aplikasi
Penentuan  Prioritas
Pengembangan IKM.
10. Basar, A.R., Veza, Sistem Penelitian ini Perbedaan dalam
0., & Fajriati, A. Pendukung menghasilkan bobot- penelitian ini adalah
(2020) Keputusan bobot atas kriteria dan penggunaan metode

Penilaian Kinerja
Karyawan dengan
Metode
Analytical
Hierarchy
Process  (AHP)
(Studi Kasus: PT.
Apollo Aneka
Persada)

subkriteria yang baru,
dan hasil urutan calon
karyawan terbaik.

AHP yang dilakukan
secara manual.

2.2 Landasan Teori

Landasan teori digunakan sebagai dasar pemikiran dalam penelitian,
meliputi konsep dan teori yang relevan untuk mendukung analisis terhadap
permasalahan yang diteliti. Adapun landasan teori yang digunakan sebagai dasar

penelitian ini adalah sebagai berikut:
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2.2.1 Teori Pengambilan Keputusan Manajemen

Teori pengambilan keputusan menurut Supranto (2009) pengambilan
keputusan merupakan upaya mengambil atau membuat keputusan dengan memilih
satu diantara sekian alternatif. Pengambilan keputusan dibuat dalam untuk
memecahkan masalah dan setiap keputusan pasti memiliki tujuan yang akan
dicapai. Pengambilan keputusan dapat diartikan sebagai perumusan berbagai
alternatif tindakan sesuai dengan yang sedang dalam perhatian dan pemilihan
alternatif yang tepat setelah evaluasi. Dalam bukunya, Supranto (2009)
menjelaskan bahwa penelitian secara empiris menunjukkan kemampuan
pengambilan keputusan individual dapat dicapai melalui proses latihan dan
pengalaman. Hal ini tidak jauh berbeda dengan pengambilan keputusan manajerial
yang pada dasarnya hanya berbeda pada ruang lingkup dan kompleksitas
permasalahan yang dihadapi.

Oleh karena itu, pengembangan ilmu manajemen berperan sebagai alat
dalam pengambilan keputusan manajerial untuk memperoleh hasil yang rasional
sebagai bentuk pemecahan suatu masalah (problem solving). Selain itu Supranto
(2009) mendefinisikan manajemen sebagai suatu sistem yang berada dalam
lingkungan yang terus mengalami perubahan, baik dari sisi teknologi maupun
filosofi, sehingga fungsi dasar manajemen modern berkembang menjadi
manajemen gangguan, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Dalam
konteks tersebut, pengambilan keputusan dipandang sebagai fungsi manajemen
yang paling mendasar. Herbert A. Simon menyatakan bahwa pengambilan
keputusan merupakan sinonim dengan manajemen. Selanjutnya, Miller dan Starr
menegaskan bahwa manajer dievaluasi berdasarkan penampilannya dalam
pengambilan keputusan. Dengan demikian, ilmu manajemen merupakan
pendekatan rasional terhadap proses pengambilan keputusan sebagai inti dari proses
manajemen (Supranto, 2009).

Dalam penelitian ini, metode Analytical Hierarchy Process (AHP)
digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan karena mampu mengolah
berbagai kriteria dan alternatif secara sistematis serta sesuai digunakan dalam

kondisi yang mengandung ketidakpastian. Metode ini menghasilkan bobot prioritas
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pada setiap alternatif unit usaha yang mencerminkan tingkat kebutuhan masyarakat.
Bobot prioritas tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam pengalokasian
penyertaan modal pada masing-masing unit usaha. Dalam perspektif akuntansi,
khususnya terkait penyertaan modal, penggunaan bobot prioritas sebagai dasar
pengalokasian modal mencerminkan pengelolaan sumber daya yang lebih rasional
dan terukur. Hal ini akan mendukung proses perencanaan dan pengendalian
keuangan, sehingga pengalokasian modal pada setiap unit usaha menjadi lebih tepat
sasaran.

2.2.2 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,
Badan Usaha Milik Desa merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung dari kekayaan
desa yang dipisahkan untuk tujuan kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang
Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1 yang menyebutkan bahwa perekonomian
disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, tertuang dalam
mukadimah Anggaran Dasar BUMDes Mandiri Arum sebagai landasan
dibentuknya BUMDes Mandiri Arum oleh semangat kekeluargaan dan
kegotongroyongan. Pada Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 menegaskan
bahwa BUMDes dibentuk melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan pada
Peraturan Desa. Pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi No. 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, musyawarah desa
berasaskan pada musyawarah mufakat, keadilan, keterbukaan, transparan,
akuntabel, partisipatif, demokratis, dan kesetaraan. Delapan asas ini mencerminkan
asas kekeluargaan pada Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1 melalui
semangat kolektif, kebersamaan, dan gotong royong dalam pengambilan keputusan
demi kepentingan bersama masyarakat desa.

Musyawarah desa dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
yang difasilitasi oleh pemerintah desa. Pelaku dalam musyawarah desa terdiri dari
unsur pemerintah desa sebagai fasilitator, BPD sebagai pemimpin berjalannya
musyawarah desa sebagai implementasi nilai-nilai  permusyawaratan,

permufakatan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan dalam pengambilan
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keputusan, dan masyarakat. Selain itu dalam hal pengambilan keputusan BUMDes

yang dilakukan melalui musyawarah desa juga melibatkan Pengelola BUMDes

sebagai narasumber yang menjadi pejabat teknis BUMDes (Permendes PDTT No.
16 Tahun 2019).

Dalam pendirian BUMDes seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah

No. 11 Tahun 2021, terdapat lima dasar pertimbangan dalam pembentukan
BUMDes antara lain:

a.

Kebutuhan masyarakat
Kebutuhan masyarakat memerhatikan aspek nilai ekonomis dan manfaat atas
pengelolaan pelayanan umum yang dilakukan serta kesesuaian pemenuhan

kebutuhan masyarakat dengan kapasitas dan kapabilitas desa.

. Pemecahan masalah bersama

Merupakan pemecahan sebuah kesenjangan antara kondisi ideal dengan kondisi
faktual yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup dan

pengetahuan serta teknologi masyarakat.

. Kelayakan usaha

Dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, pasar dan pemasaran,
kelayakan keuangan, dan aspek pendukung lain seperti ketersediaan dan
kemampuan teknologi, ketersediaan sumber daya alam, manusia, sosial, dan

budaya.

. Model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan

dan teknologi
Memiliki maksud, tujuan,rencana layanan, strategi dan tata kelola usaha,
infrastruktur, struktur organisasi, praktik dagang, serta kebijakan dan rencana

proses operasional yang jelas.

. Visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi perlindungan nilai religi, adat

istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal

Pelestarian, keberlanjutan serta perlindungan daya dukung kehidupan menjadi
dasar untuk mengembangkan usaha BUMDes secara kreatif yang berbasis
keunikan dan keragaman kehidupan masyarakat desa berdasarkan nilai religi,

adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal.
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BUMDes dapat dipahami sebagai instrumen ekonomi desa yang tidak semata-mata
berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat,
keberlanjutan usaha, serta pelestarian nilai sosial dan budaya. Oleh karena itu,
pembentukannya harus dilaksanakan sesuai dengan 8 asas musyawarah desa.
Seluruh asas tersebut pada hakikatnya mencerminkan asas kekeluargaan
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1), bahwa perekonomian disusun sebagai
usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Unit Usaha BUMDes dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat dan
potensi yang ada di desa, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat melalui pengelolaan usaha yang efektif dan efisien. Pada objek
penelitian ini unit usaha BUMDes Mandiri Arum seperti yang tercantum pada
AD/ART di dalam BAB 3 tentang Jenis Usaha yaitu bidang Perdagangan,
Pengelolaan Sampah dan Penyediaan Air Bersih.

2.2.3 Penyertaan Modal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,
penyertaan modal desa merupakan proses pemindahan kepemilikan aset desa yang
dialihkan menjadi modal atau saham desa pada BUMDes untuk mendukung
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penyertaan Modal BUMDes terdiri dari
51% bersumber dari APBDes dan 49% melalui penyertaan modal masyarakat (Yani
et al.,, 2019). Penyertaan modal ini berfungsi sebagai sarana pemberdayaan
BUMDes, memungkinkan pengembangan unit usaha yang ada. Berdasarkan
Peraturan Menteri Desa No. 2 Tahun 2024 menetapkan minimal dana yang
dialokasikan untuk program ketahanan pangan dan pengembangan usaha adalah
20% dari Dana Desa (DD) termasuk dalam sektor BUMDes. Pengalokasian dana
ini menunjukkan dukungan dari pemerintah terhadap keberlangsungan BUMDes
serta diharapkan mampu meningkatkan efektivitas BUMDes dalam menjalankan
kegiatan unit usahanya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
desa.

Penyertaan modal BUMDes dilakukan dengan mengalokasian dana secara

proporsional untuk memodali berbagai unit usaha (Zulaeha et al., 2019). Selain itu
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penyertaan modal yang proporsional akan mencerminkan keadilan, artinya
permodalan unit usaha akan semakin banyak apabila kontribusi masyarakat melalui
kebutuhan terhadap unit usaha BUMDes tinggi dan melalui biaya operasiaonal
yang dikeluarkan unit usaha BUMDes menjadi penilaian pengalokasian modal unit
usaha. Semakin besar biaya operasional yang diperoleh BUMDes maka semakin
besar pula pengalokasian penyertaan modalnya.

BUMDes didirikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
dalam rangka menyejahterakan masyarakat desa. Dalam penelitian ini, pemilihan
prioritas unit usaha dilakukan demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Prioritas unit
usaha dinilai berdasarkan perhitungan AHP yang akan menjadi bahan dalam
penyertaan modal agar mampu dialokasikan sesuai dengan kebutuhan
operasionalnya. Pada AD/ART BUMDes Mandiri Arum tidak dijelaskan
bagaimana penyertaan modal pada setiap unit usaha yang dijalankan, hanya
menyebutkan modal awal BUMDes Mandiri Arum adalah sebesar
Rp63.763.500,00.

2.2.4 Prioritas

Prioritas merupakan sesuatu yang lebih penting dari yang lain. Prioritas
dapat diartikan sebagai suatu daftar yang berisikan kebutuhan yang harus dipenuhi
sesuai dengan tingkat pemenuhannya (Waluyo, M., & dkk., 2008). Artinya dalam
memenuhi kebutuhan yang efektif, efisien dan produktif prioritas menjadi urgensi
untuk mengelola suatu sumber daya. Prioritas menjadi alat untuk mengurutkan
suatu aktivitas berdasarkan tingkat kepentingannya sehingga dapat ditentukan mana
yang harus di dahulukan.

Penelitian ini menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP)
sebagai dasar dalam melakukan analisa terhadap pemilihan prioritas unit usaha
yang dijalankan. Melalui proses identifikasi dan analisis terhadapa unit usaha
dinilai berdasarkan kebutuhan masyarakat, kemampuan pengelolaan manajemen
dan potensi lokal desa sehingga dapat ditentukan prioritas unit usaha yang
sebaiknya lebih dikembangkan melalui penyertaan modal yang proporsional. Selain
mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pemilihan prioritas juga dapat

menjadi pertimbangan dalam pengalokasian modal secara proporsional.
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Pengembangan teori pengambilan keputusan oleh Thomas L. Saaty pada

tahun 1970-an dalam Marsono (2020) menggunakan metode AHP sebagai metode

pengambilan keputusan multi-kriteria. Menurut Saaty, AHP merupakan teknik yang

pemecahan masalah dalam pengambilan keputusan yang kompleks menjadi sebuah

struktur hierarki yang terdiri dari:

a.

Tujuan Utama, merupakan masalah yang harus ditemukan solusinya dan hanya

terdiri dari satu elemen yaitu sasaran menyeluruh.

. Kriteria, merupakan sebuah aspek yang perlu dipertimbangkan dalam

mengambil keputusan atas fokus masalah.

. Alternatif, merupakan berbagai tindakan akhir yang merupakan pilihan

keputusan dalam penyelesaian masalah.

Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara membandingkan elemen-elemen

secara berpasangan pada setiap tingkatan dalam hierarki untuk menetapkan bobot

relatif serta mengurutkan prioritas alternatif secara terstruktur dan konsisten. Dalam

penelitian ini dasar acuan AHP adalah menggunakan buku karya Marsono (2020)

yang berjudul “Penggunaan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam

Penelitian” AHP memiliki 3 prinsip dasar yang menjadi hal utama antara lain:

a.

Dekomposi, merupakan prinsip yang menekankan bahwa masalah yang
kompleks dipecah menjadi bagian-bagian lebih kecil dan disusun dalam bentuk
struktur hierarki. Struktur ini dimulai dari tujuan utama, kemudian diikuti oleh
kriteria, subkriteria, hingga alternatif, sehingga setiap elemen dapat dianalisis
secara terpisah dan sistematis.

Perbandingan Berpasangan, merupakan prinsip yang melakukan perbandingan
secara berpasangan antara elemen-elemen pada setiap tingkatan dalam hierarki
untuk menilai tingkat kepentingan relatif antar elemen tersebut. Penilaian ini
menggunakan skala prioritas yang telah ditetapkan untuk menentukan bobot
masing-masing elemen. Dala perbandingan berpasangan menggunakan konsep

resiprokal atau timbal balik.

. Konsistensi Logis, merupakan prinsip yang memastikan bahwa penilaian

perbandingan berpasangan harus konsisten secara logis. Konsistensi ini diuji
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dengan menghitung indeks konsistensi agar hasil pengambilan keputusan yang
diperoleh dapat dipercaya dan valid.

Penelitian yang dilakukan oleh Iriadi, N., & Yohana, D. (2016)
menunjukkan langkah-langkah dalam prosesdur AHP meliputi Identifikasi
Masalah, Menentukan Prioritas Elemen, Pertimbangan Terhadap Perbandingan
Berpasangan Sinstesis untuk memperoleh keseluruhan prioritas, Consistency Index
(CI) dan Consistency Ratio (CR) dan Index Ratio (IR) yang terakhir memeriksa
hirerarki. Dalam buku Marsono (2020) terbagi permasalahan pada skala 1 sampai
9 yang menjadi skala terbaik dalam melakukan kualifikasi pendapat, yaitu
berdasarkan nilai Root Mean Square (RMS) dan Median Absolute Deviation
(MAD).

2.2.5 Proporsionalitas

Menurut Hernoko (2019) pada bukunya yang berjudul “Hukum Perjanjian
Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial” asas proporsionalitas
mengangdaikan pembagian hak dan kewajiban yang tidak hanya dilihat dari
konteks keseimbangan maematis namun pada proses dan mekanisme pertukaran
hak dan kewajiban yang berlangsung secara adil. Prinsip proporsionalitas ini sangat
penting untuk menjamin kelangsungan dan perkembangan usaha. Selain itu konsep
proporsionalitas menurut Rahmawan P & Ispriyarso (2019) menjadi dasar dalam
menukar hak dan kewajiban secara adil dan mencerminkan keseimbangan. Dalam
penelitian ini proporsionalitas dinilai bobot prioritas yang dikonversi ke dalam
bentuk presentase sehingga penyertaan modal pada tiap unit usaha dapat

dialokasikan secara proporsi.
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BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian merupakan rencana menyeluruh dari penelitian yang
mencakup segala hal yang akan dilakukan peneliti mulai dari pengamatan
fenomena, perumusan masalah hingga pada analisa hasil akhir penelitian. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian menggunakan metode
kualitatif deskriptif dengan pendekatan pengambilan keputusan yang dilakukan
menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) melalui kuesioner
tertutup sebagai metode pengumpulan data yang nantinya akan dilakukan olah data
dan analisis mendalam dari hasil data yang dikumpulkan. indikator yang tertuang
dalam kuesioner diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi.

Menurut Sugiyono (2024) dalam bukunya yang berjudul “Metode
Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D”, metode kualitatif merupakan metode
yang berdasarkan pada filsafat postpositisme yang digunakan untuk meneliti pada
kondisi objek yang alamiah. Sugiyono (2024) juga menjelaskan metode kualitatif
tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih pada makna. Penelitian kualitatif
menggunakan data non-numerik dalam penelitiannya, namun penggunaan data
numerik juga dimungkinkan apabila digunakan untuk memperkuat penjelasan atau
memberikan tambahan dalam temuan kualitatif (Creswell, J. W., & Creswell, J. D.,
2017). Sehingga dalam penelitian ini dilakukan untuk menganalisis hasil
perhitungan AHP. Data penelitian dikumpulkan melalui metode kuesioner, dengan
indikator yang disusun berdasarkan AD/ART BUMDes Mandiri Arum. Melalui

proses tersebut, dapat ditentukan persentase penyertaan modal secara proporsional.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan.
Penelitian ini dilakukan di BUMDes Mandiri Arum yang terletak di Balai Desa
Semberarum, Dusun Sumberarum Krajan, Desa Sumberarum, Kecamatan Songgon

Kabupaten Banyuwangi.
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3.3 Sumber Data

Sumber data merupakan asal atau tempat diperolehnya data yang digunakan
oleh peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian dan mencapai tujuan yang
telah ditetapkan. Menurut Sugiyono (2024) sumber data dalam pengumpulan data
terbagi menjadi dua antara lain:
3.3.1 Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang secara langsung memberikan data
kepada pengumpul data. Sumber data ini diperoleh langsung dari narasumber
melalui wawancara atau kuesioner maupun pengamatan. Penelitian ini
menggunakan metode AHP sehingga data diperoleh secara langsung dari proses
pengisian kuesioner perbandingan berpasangan dari responden yang digunakan
sebagai bahan dalam mengimplementasikan metode AHP.
3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang secara tidak langsung
memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data ini diperoleh melalui
dokumentasi, di mana dalam penelitian ini berupa AD/ART BUMDes Mandiri
Arum sebagai bahan dalam menentukan kriteria pertimbangan dan alternatif unit
usaha BUMDes Mandiri Arum serta informasi penyertaan modal BUMDes Mandiri

Arum.

3.4 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitan menurut Sugiyono (2024), instrumen penelitian yang
digunakan dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri, oleh karena itu
peneliti sebagai instrument harus divalidasi seberapa jauh peneliti itu siap
melakukan penelitian hingga terjun ke lapangan. Selain itu instruen penelitian yang
digunakan adalah AHP yang meupakan alat pengambilan keputusan melalui
perbandingan berpasangan antar kriteria dan alternatif kaitannya dengan kriteria.
AHP melakukan perhitungan data numerik dari hasil kuesioner berdasarkan hasil
dari wawancara dan dokumentasi dalam penentuan kriteria dan alternatif yang akan
dilakukan perbandingan berpasangan untuk menentukan prioritas sehingga dapat
dilakukan perhitungan proporsionalitas penyertaan modal pada setiap unit

usahanya.
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3.5 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2024) analisis data yang dilakukan dalam penelitian
kualitatif diarahkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan.
Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan secara bertahap di mana
dokumentasi digunakan sebagai dasar dalam pembuatan kuesioner yang menjadi
dasar dalam penerapan metode AHP sebagai teknik dalam menentukan prioritas
dalam menentukan proporsionalitas penyertaan modal.

3.5.1 Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan kuesioner yang merupakan teknik
pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan seperangkat pertanyaan
atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2024). Melalui
teknik ini maka sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data
penelitian yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan kuesioner
untuk memperoleh data numerik sebagai dasar dalam perhitungan AHP dalam
menentukan prioritas. Melalui kriteria yang diperoleh dari dokumentasi, responden
dipilih dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan serta keterlibatan langsung
dengan pengambilan keputusan BUMDes Mandiri Arum yang mana diatur dalam
AD/ART BUMDes Mandiri Arum adalah melalui Musyawarah Desa dengan aturan
formasi peserta Musyawarah Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD),
Pemerintah Desa dan Unsur Masyarakat. Selain itu dalam penelitian ini responden
diambil menggunakan metode purpose sample. Selain itu juga Pengelola BUMDes
Mandiri Arum sebagai pelaksana kegiatan operasional BUMDes.

Setelah menentukan responden, kriteria, dan alternatif maka penyusunan
hierarki perlu dilakukan. Penyusunan hierarki ini didasarkan pada perumusan fokus
dari suatu masalah dengan memasukkan sebanyak mungkin elemen kriteria dan
elemen alternatif yang akan dipilih. Lalu dapat disusun model hierarki yang terdiri
atas beberapa tingkat level antara lain Tujuan Utama, Elemen Kriteria dan Elemen
Alternatif. Tujuan utama merupakan fokus utama permasalahan yang dalam
penelitian ini adalah prioritas unit usaha yang akan dipertimbangkan melalui
elemen kriteria sehingga dapat dilakukan tindakan atau keputusan akhir dari elemen

alternatif unit usaha BUMDes Mandiri Arum. Dalam penelitian ini elemen kriteria
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dan alternatif diperoleh dari dokumentasi berupa AD/ART BUMDes Mandiri Arum

sehingga struktur hierarki dapat disusun sebagai berikut:

G

Al A2 A3

Gambar 3.1 Bagan Struktur Hierarki AHP

Sumber. Marsono (2020)

Keterangan:
G : Goals (Tujuan Utama)
K : Elemen Kriteria

Al,A2,A3 :Elemen Alternatif
3.5.2 Membuat Matriks Perbandingan Berpasangan

Matriks perbandingan berpasangan disusun berdasarkan penilaian
responden terhadap tingkat kepentingan relatif dua elemen pada satu tingkatan yang
sama dalam hierarki, dengan mempertimbangkan keterkaitannya terhadap elemen
di atasnya. Tahapan ini merupakan inti dalam metode AHP karena sangat
menentukan bobot prioritas elemen yang dihasilkan. Melalui perbandingan
berpasangan, responden menilai elemen mana yang lebih dominan atau lebih
diprioritaskan. Nilai yang diberikan mencerminkan hubungan dominasi dan
didominasi antar elemen, serta disusun mengikuti prinsip resiprokal dalam matriks
AHP. Hasil matriks tersebut kemudian digunakan untuk menghitung bobot prioritas
sebagai dasar penentuan keputusan. Berikut ini disajikan skala matriks penilaian

kepentingan antar kriteria dan alternatif yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 3.1 Skala Matriks Perbandingan Berpasangan

Intensitas Keterangan
Kepentingan
1 Kedua elemen memiliki kedudukan yang sama penting
3 Salah satu elemen sedikit lebih penting dari elemen pasangannya
5 Salah satu elemen lebih penting dari elemen pasangannya
7 Salah satu elemen jelas lebih mutlak penting dari elemen pasangannya
9 Salah satu elemen mutlak penting daripada elemen lainnya
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2,4,6,8 Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan-pertimbangan yang berdekatan
Sumber. Marsono (2020)

Skala matriks perbandingan berpasangan (paiwirse comparison) ini akan

menjadi dasar dalam penilaian responden, sehingga dapat diperoleh kumpulan nilai

seperti berikut:
Tabel 3.2 Matriks Perbandingan Berpasangan
El E2 E3
El K1/K1 K1/K2 K1/K3
E2 K2/K1 K2/K2 K2/K3
E3 K3/K1 K3/K2 K3/K3

Sumber. Marsono (2020)
Keterangan:
El : Elemen 1
E2 : Elemen 2
E3 : Elemen 3
3.5.3 Menetapkan Bobot Prioritas

Penetapan bobot prioritas ditentukan dengan cara merubah matriks dalam
bentuk desimal lalu menjumlahkan setiap sel dari matriks dan dinormalisasikan
hingga memperoeh nilai eigenvector. Eigenvector sendiri merupakan bobot setiap
elemen yang digunakan sebagai penentu prioritas elemen-elemen pada tingkat
hierarki terendah hingga mencapai tujuan. Perhitungannya dilakukan dengan
menjumlahkan nilai setiap kolom pada matriks lalu membagi setiap nilai dari kolom
dengan total penjumlahan kolom untuk menormalisasikan matriks lalu menjumlah
kan nilai-nilai dari setiap baris untuk dibagi dengan total hasil penjumlahan dengan
tujuan memperoleh rata-rata atau bobot kriteria. Pada penelitian ini jumlah
responden adalah lebih dari satu sehingga diperlukan perhitungan Geomatric Mean
untuk mempertahankan ciri “reciprocality” dari matriks yang digunakan dalam
proses analisis hierarki. Geomatric Mean akan menghitung nilai dari rata-rata setiap
penilaian perbandingan berpasangan kriteria dari seluruh responden. Adapun rumus
Geomatric Mean sebagai berikut:

GM = Vx1" x2" ...xn

Keterangan:

GM : Geomatric Mean
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x1’x2’...xn : Nilai Perbandingan Setiap Responden
n : Jumlah Responden
Dari perhitungan Geomatric Mean maka akan menghasilkan tabel

kumpulan data Geomatric Mean sebagai berikut:

Tabel 3.3 Matriks Perbadingan Berpasangan GM

E1l E2 E3
E1l GM1.1 GM1.2 GM1.3
E2 GM2.1 GM2.2 GM2.3
E3 GM3.1 GM3.2 GM3.3

Jumlah YGM1.1 > GM2.2 >GM3.3
Sumber. Marsono (2020)

Keterangan:
El, E2, E3 : Elemen Kriteria
GMI1.1,GM1.2, ...GM3.3  : Hasil GM setiap koordinat baris & kolom kriteria
> GM1.1, Y GM2.2, > GM3.3 : Hasil penjumlahan perkolom

Dari tabel Geomatric Mean maka akan dilakukan perhitungan bobot
prioritas kriteria dengan menentukan nilai eigenvector di mana pada setiap sel
kriteria diperoleh dari hasil GM setiap koordinat baris & kolom dibagi dengan

jumlah GM tiap baris sehingga akan menghasilkan nilai relatif per sel sebagai

berikut:
Tabel 3.4 Matriks Perbandingan Berpasangan e.v
Bobot
E1l E2 E3 Jumlah Prioritas
(e.v)
E1l evl.l evl12 ev13 Yev1.El (e.v)E1
E2 ev?2.l ev2?2 ev?23 Yev2.E2 (e.v)E2
E3 ev3.l ev3.2 ev33 >e.v3.E3 (e.v)E3
Jumlah  YewvEll JYevE22 YevE33 >ev Y(e.v)
Sumber. Marsono (2020)
Keterangan:
El, E2, E3 : Elemen
evl.l,evl?2, ..ev33 : Hasil normaslisasi GM
Yev1.El Yev2E2 Yev3.E3 : Hasil penjumlahan perbaris
dev : Jumlah hasil penjumlahan perbaris

YevElL1, YevE33,>ev3.E3 : Hasil penjumlahan perkolom
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(e.v)El, (e.v)E2, (e.v)KE6 : Bobot Prioritas
Y(e.v) : Jumlah Bobot Prioritas
3.5.4 Mengukur Konsistensi Logis
Pengukuran konsistensi logis bertujuan untuk mengetahui pemberian nilai

dalam pembandingan amtar elemen telah dilakukan secara konsisten.
Ketidakkonsistenan timbul akibat mikonsepsi atau ketidaktepatan dalam
penyusunan hierarki, kekurangan informasi, kekeliruan dalam penulisan angka atau
permasalahan yang lain. Untuk mengukur konsistensi logis diperlukan rangkaian
langkah-langkah sebagai berikut:
a. Mencari Vektor [A]

Vektor [A] diperoleh dari penjumlahan setiap perkalian matriks awal dengan

bobot prioritasnya pada setiap barisnya. Vektor [A] dapat diperoleh melalui

rumus:

A.E1 =(E1/El x (e.v)E1) + (E1/E2 x (e.v)E2) + (E1/E3 x (e.v)E3)

Keterangan:
A.El : Vektor [A] Elemen 1
E1/E, E1/E2, E1/E3 : Matriks Awal

(e.v)K1, (e.v)K2, (e.v)K3 : Bobot Prioritas

b. Mencari Vektor [B]
Vektor [B] diperoleh dari pembagian Vektor [A] dengan bobot prioritas pada
setiap kriterianya. Vektor [B] dapat diperoleh melalui rumus:

B A.E1 A.E2 A.E3
" l(ev)E1 (ev)E2 (ev)E3

Keterangan:
B : Vektor [B]
A.E1, A.E2, A.E3 : Vektor [A] Elemen

(e.v)EL, (e.v)E2, (e.y)E2 : Bobot Prioritas Elemen

¢. Mencari Maximum Eigenvalue (A max)
Maximum Eigenvalue (AL max) diperoleh dari pembagian jumlah Vektor [B]
dengan jumlah elemen. Maximum Eigenvalue (A max) dapat diperoleh melalui

rumus:
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B
A max =—
n
Keterangan:
A max : Maximum Eigenvalue
B : Vektor [B]
n : Jumlah Elemen

. Mengukur Consistency Index (CI)
Mengukur Consistency Index (CI) adalah dengan membagi Maximum
Eigenvalue setelah dikurangi jumlah elemen dengan jumlah elemen dikurangi

satu. Mengukur Consistency Index (CI) dapat dilakukan melalui rumus:

Amax—n
T on-1
Keterangan:
CI : Consistency Index
A max : Maximum Eigenvalue
n : Jumlah Elemen

. Menentukan Random Index (RI)

Random Index (RI) diperoleh dari tabel berikut:

Tabel 3.5 Random Index
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RI 0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49
Sumber. Saaty (1990) dalam Marsono (2020)

. Mengukur Consistency Ratio (CR)

Mengukur Consistency Ratio (CR) adalah dengan membagi Consistency Index
dengan Random Index. Apabila hasil pengukuran diperoleh CR tidak lebih dari
10% (<0,1), maka data perbandingan berpasangan antar kriteria atau antar
alternatif valid begitupun sebaliknya. RI ditentukan dengan melihat jumlah
kriteria atau alternatif. Mengukur Consistency Ratio (CR) dapat dilakukan

melalui rumus:

Keterangan:

CR : Consistency Ratio
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CI : Consistency Index
RI : Random Index
3.5.5 Perumusan Kembali Hierarki
Setelah diperoleh nilai eigenvector atau bobot prioritas elemen, maka bagan
struktur hierarki kembali dirumuskan dengan menampilkan nilai-nilai dalam

masing masing bagian struktur. Sehingga dapat ditentukan prioritas dari alternatif

sebagai berikut:
G
K
Al A2 A3
(ev)Al (e.v)A2 (e.v)A3
Gambar 3.2 Penyusunan Ulang Struktur Hierarki AHP
Sumber. Marsono (2020)
Keterangan:
G : Goals (Tujuan Utama)
K : Elemen Kriteria
Al, A2, A3 : Elemen Alternatif

(ev)Al, (e.v)Al, (e.v)Al : Bobot Prioritas
3.5.6 Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dilakukan sebagai langkah pencapaian tujuan
utama berdasarkan hasil Eigenvector, yaitu nilai alternatif tertinggi yang merupakan
bobot prioritas pertama yang diputuskan untuk dipilih sebagai jawaban yang tepat
dari tujuan utama yang kemudian dapat disimpulkan dan dapat diajukan saran atau
rekomendasi bagi objek penelitian.
3.5.7 Pengalokasian Penyertaan Modal
a. Mengonversi bobot prioritas menjadi presentase setiap unit usaha

P=(e.v)A x 100%
Keterangan:

P : Persentase Unit Usaha
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(e.v)A  : Bobot prioritas alternatif

b. Pengaplikasian pada modal BUMDes
M=PxE

Keterangan:

M : Proporsionalitas Modal Unit Usaha

P : Persentase Unit Usaha

E :Keseluruhan Modal BUMDes
3.5.8 Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil, data, dan bukti yang

telah tersedia.



BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

BUMDes Mandiri Arum terletak di Balai Desa Sumberarum, Dusun Krajan,
Desa Sumberarum, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
Berdasarkan AD/ART BUMDes Mandiri Arum, BUMDes Mandiri Arum didirikan
dengan tujuan utama untuk Kesejahteraan Masyarakat melalui bidang
Perdagangan, Pengelolaan Sampah, HIPPAM dan Wisata yang membuat jenis
usaha yaitu menjalankan usaha Perdagangan, Penyediaan Air Bersih dan
Pengelolaan Sampah. Dalam AD/ART BUMDes Mandiri Arum juga mengatur
terkait pengambilan keputusan yang dilakukan melalui Musyawarah Desa untuk
mencapai mufakat, dan dihadiri oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan
Desa, dan unsur masyarakat yang terdiri atas investor, perwakilan dusun atau
RT/RW, dan perwakilan kelompok lainnya. Selain itu BUMDes Mandiri Arum
memiliki beberapa unit usaha yang dijalankan antara lain Perdagangan, HIPPAM
Mandiri Arum, dan Pengelolaan Sampah. Berdasarkan informasi yang diperoleh
dari Direktur BUMDes Mandiri Arum, unit usaha Perdagangan bergerak dalam
bidang jual beli gas melon LPG dengan kepemilikan 200 tabung gas melon LPG
serta jual beli sembako yang meliputi beras, gula, tepung, minyak goreng, dan
kebutuhan pokok lainnya dengan harga terjangkau dimana unit usaha ini
bekerjasama dengan PT. BULOG Banyuwangi, lalu ada unit usaha HIPAM Mandiri
Arum sebagai penyediaan air bersih dengan total partisipasi masyarakat kurang
lebih 350 keluarga dengan tarif bulanan sebesar Rp15.000,00/keluarga, dan unit
usaha Pengelolaan Sampah yang merupakan unit kerjasama dengan PEMDA
Kabupaten Banyuwangi dengan total masyarakat yang berpartisipsi lebih dari 300
keluarga dengan tarif bulanan sebesar Rp20.000,00/keluarga. Selain itu modal awal
BUMDes Mandiri Arum sepenuhnya berasal dari Pemerintah Desa Sumberarum
adalah sebesar Rp63.763.500,00 seperti yang tertuang pada AD/ART BUMDes

Mandiri Arum.

28



29

4.1 Hasil Penelitian
4.1.1 Struktur Hierarki Analytical Hierarchy Process

Dalam penelitian ini, hierarki disusun dengan menempatkan tujuan, kriteria,
dan alternatif secara terstruktur, sehingga memudahkan analisis dan pengambilan

keputusan. Adapun susunan struktur hierarki adalah sebagai berikut:

Prioritas Unit
Usaha

Pg Hp Ps

Gambar 4.1 Struktur Hierarki AHP

Sumber. Penulis

Keterangan:

KM : Kriteria Kesejahteraan Masyarakat
Pg : Unit Usaha Perdagangan

Hp : Unit Usaha HIPPAM Mandiri Arum
Ps : Unit Usaha Pengelolaan Sampah

Secara garis besar struktur hierarki AHP pada penelitian ini menunjukkan
dalam menentukan prioritas unit usaha BUMDes Mandiri Arum, Kesejahteraan
Masyarakat menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk
menilai keunggulan masing-masing alternatif yang terdiri dari unit usaha
Perdagangan, HIPPAM Mandiri Arum, dan Pengelolaan Sampah. Garis
penghubung antara kriteria dan alternatif menunjukkan bahwa setiap alternatif
dibandingkan berdasarkan keterkaitannya pada kriteria untuk menentukan prioritas
secara keseluruhan.

4.1.2 Matriks Perbandingan Berpasangan (Paiwirse Comparison)

Berdasarkan hasil dari kuesioner yang disebarkan pada 10 responden yang

terdiri dari Direktur BUMDes Mandiri Arum, Ketua Badan Permusyawaratan Desa,

Kepala Desa Sumberarum, dan 7 Kepala Dusun yang ada di Desa Sumberarum
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sehingga menghasilkan jawaban yang disusun dalam matriks perbandingan

berpasangan sebagai berikut:

a. Pembuatan Matriks Perbandingan Berpasangan (paiwirse comparison) antar

Alternatif

)

2)

3)

Matriks perbandingan berpasangan (paiwirse comparison) antar alternatif

dari jawaban/penilaian oleh Direktur BUMDes Mandiri Arum
Tabel 4.1 Matriks Perbandingan Berpasangan 1

Pg Hp Ps
Pg 1 0,11 0,11
Hp 9 1 |
Ps 9 1 1

Sumber. Penulis

Jawaban/penilaian dari Direktur BUMDes Mandiri Arum menghasilkan
matriks perbandingan berpasangan yang disusun berdasarkan prinsip
resiprokal. Berdasarkan Tabel 4.1, Pg dinilai mutlak kurang penting
dibandingkan Hp dan Ps. Sementara Hp dinilai sama penting dibandingkan
Ps, sehingga menempatkan Hp dan Ps pada posisi paling dominan.

Matriks perbandingan berpasangan (paiwirse comparison) antar alternatif
dari jawaban/penilaian oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa

Sumberarum

Tabel 4.2 Matriks Perbandingan Berpasangan 2

Pg Hp Ps
Pg 1 5 0,2
Hp 0,2 1 0,11
Ps 5 9 1

Sumber. Penulis

Jawaban/penilaian dari Ketua Badan Permsyawaratan Desa Sumberarum
menghasilkan matriks perbandingan berpasangan yang disusun berdasarkan
prinsip resiprokal. Berdasarkan Tabel 4.2, Pg dinilai lebih penting
dibandingkan Hp, serta dinilai kurang penting dibandingkan Ps. Sementara
itu Hp dinilai mutlak kurang penting dibandingkan Ps, sehingga
menempatkan Ps pada posisi paling dominan.

Matriks perbandingan berpasangan (paiwirse comparison) antar alternatif

dari jawaban/penilaian oleh Kepala Desa Sumberarum
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Tabel 4.3 Matriks Perbandingan Berpasangan 3

Pg Hp Ps
Pg 1 0,11 0,13
Hp 9 1 7
Ps 8 0,14 1

Sumber. Penulis

Jawaban/penilaian dari Kepala Desa Sumberarum menghasilkan matriks
perbandingan berpasangan yang disusun berdasarkan prinsip resiprokal.
Berdasarkan Tabel 4.3, Pg dinilai mutlak kurang penting dibandingkan Hp,
serta dinilai mendekati mutlak kurang penting dibandingkan Ps. Sementara
itu Hp dinilai mutlak lebih penting dibandingkan Ps, sehingga menempatkan
Hp pada posisi paling dominan.

Matriks perbandingan berpasangan (paiwirse comparison) antar alternatif

dari jawaban/penilaian oleh Kepala Dusun Pasar

Tabel 4.4 Matriks Perbandingan Berpasangan 4

Pg Hp Ps
Pg 1 0,11 0,11
Hp 9 1 1
Ps 9 1 1

Sumber. Penulis

Jawaban/penilaian dari Kepala Dusun Pasar menghasilkan matriks
perbandingan berpasangan yang disusun berdasarkan prinsip resiprokal.
Berdasarkan Tabel 4.4, Pg dinilai mutlak kurang penting dibandingkan Hp
dan Ps. Sementara Hp dinilai sama penting dibandingkan Ps, sehingga
menempatkan Hp dan Ps pada posisi paling dominan.

Matriks perbandingan berpasangan (paiwirse comparison) antar alternatif

dari jawaban/penilaian oleh Kepala Dusun Kampung Anyar

Tabel 4.5 Matriks Perbandingan Berpasangan 5

Pg Hp Ps
Pg 1 3 1
Hp 0,33 1 0,33
Ps 1 3 1

Sumber. Penulis
Jawaban/penilaian dari Kepala Dusun Kampung Anyar menghasilkan
matriks perbandingan berpasangan yang disusun berdasarkan prinsip

resiprokal. Berdasarkan Tabel 4.5, Pg dinilai agak lebih penting
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dibandingkan Hp, serta dinilai sama penting dibantingkan Ps. Sementara Hp
dinilai agak kurang penting dibandingkan Ps, sehingga menempatkan Pg
dan Ps pada posisi paling dominan.

Matriks perbandingan berpasangan (paiwirse comparison) antar alternatif

dari jawaban/penilaian oleh Kepala Dusun Krajan

Tabel 4.6 Matriks Perbandingan Berpasangan 6

Pg Hp Ps
Pg 1 8 9
Hp 0,13 1 0,14
Ps 0,11 7 1

Sumber. Penulis

Jawaban/penilaian dari Kepala Dusun Krajan menghasilkan matriks
perbandingan berpasangan yang disusun berdasarkan prinsip resiprokal.
Berdasarkan Tabel 4.6, Pg dinilai mendekati mutlak lebih penting
dibandingkan Hp, serta dinilai mutlak lebih penting dibandingkan Ps.
Sementara itu Hp dinilai jauh kurang penting dibandingkan Ps, sehingga
menempatkan Pg pada posisi paling dominan.

Matriks perbandingan berpasangan (paiwirse comparison) antar alternatif

dari jawaban/penilaian oleh Kepala Dusun Mangaran

Tabel 4.7 Matriks Perbandingan Berpasangan 7

Pg Hp Ps
Pg 1 6 0,17
Hp 0,17 1 0,11
Ps 6 9 1

Sumber. Penulis

Jawaban/penilaian dari Kepala Dusun Mangaran menghasilkan matriks
perbandingan berpasangan yang disusun berdasarkan prinsip resiprokal.
Berdasarkan Tabel 4.7, Pg dinilai mendekati jauh lebih penting
dibandingkan Hp, serta dinilai mendekati jauh kurang penting dibandingkan
Ps. Sementara itu Hp dinilai mutlak kurang penting dibandingkan Ps,
sehingga menempatkan Ps pada posisi paling dominan.

Matriks perbandingan berpasangan (paiwirse comparison) antar alternatif

dari jawaban/penilaian oleh Kepala Dusun Sumberasih
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Tabel 4.8 Matriks Perbandingan Berpasangan 8

Pg Hp Ps
Pg 1 8 7
Hp 0,13 1 0,2
Ps 0,14 5 1

Sumber. Penulis

Jawaban/penilaian dari Kepala Dusun Sumberasih menghasilkan matriks
perbandingan berpasangan yang disusun berdasarkan prinsip resiprokal.
Berdasarkan Tabel 4.8, Pg dinilai mendekati mutlak lebih penting
dibandingkan Hp, serta dinilai jauh lebih penting dibandingkan Ps.
Sementara itu Hp dinilai kurang penting dibandingkan Ps, sehingga
menempatkan Pg pada posisi paling dominan.

Matriks perbandingan berpasangan (paiwirse comparison) antar alternatif

dari jawaban/penilaian oleh Kepala Dusun Bejong

Tabel 4.9 Matriks Perbandingan Berpasangan 9

Pg Hp Ps
Pg 1 0,17 0,11
Hp 6 1 0,2
Ps 9 5 1

Sumber. Penulis

Jawaban/penilaian dari Kepala Dusun Bejong menghasilkan matriks
perbandingan berpasangan yang disusun berdasarkan prinsip resiprokal.
Berdasarkan Tabel 4.9, Pg dinilai mendekati jauh kurang penting
dibandingkan Hp, serta dinilai mutlak kurang penting dibandingkan Ps.
Sementara itu Hp dinilai kurang penting dibandingkan Ps, sehingga

menempatkan Ps pada posisi paling dominan.

10) Matriks perbandingan berpasangan (paiwirse comparison) antar alternatif

dari jawaban/penilaian oleh Kepala Dusun Lider

Tabel 4.10 Matriks Perbandingan Berpasangan 10

Pg Hp Ps
Pg 1 0,11 5
Hp 9 1 7
Ps 0,2 0,14 1

Sumber. Penulis
Jawaban/penilaian dari Kepala Dusun Lider menghasilkan matriks

perbandingan berpasangan yang disusun berdasarkan prinsip resiprokal.
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Berdasarkan Tabel 4.10, Pg dinilai mutlak kurang penting dibandingkan Hp,
serta dinilai lebih penting dibandingkan Ps. Sementara itu Hp dinilai jauh
lebih penting dibandingkan Ps, sehingga menempatkan Hp pada posisi
paling dominan.
Berdasarkan jawaban/penilaian seluruh responden terhadap matriks
perbandingan berpasangan antar alternatif, dapat disimpulkan bahwa terdapat
pola dominasi jawaban yang relatif konsisten meskipun dengan variasi tingkat
kepentingan pada masing-masing responden. Secara umum, alternatif Ps
cenderung menempati posisi paling dominan dalam sebagian besar penilaian,
terutama menurut Ketua BPD, Kepala Dusun Mangaran, dan Kepala Dusun
Bejong serta memiliki nilai yang sama dominan dengan alternatif Hp menurut
Direktur BUMDes Mandiri Arum dan Kepala Dusun Pasar. Selain itu alternatif
Ps juga dinilai sama dominan dengan alternatif Pg menurut Kepala Dusun
Kampung Anyar.
. Penetapan Bobot Prioritas Kriteria
Jawaban/Penilaian yang dikumpulkan dari 10 responden dilakukan perhitungan
Geomatric Mean (GM) untuk menentukan presepsi gabungan dan memastikan
sifat resiprokal matriks dari jawaban/penilaian para responden. Hasil dari

perhitungan ini berdasarkan pada jawaban/penilaian responden adalah sebagai

berikut:
Tabel 4.11 Matriks Perbandingan Berpasangan GM
Pg Hp Ps
Pg 1 0,824 0,534
Hp 1,223 1 0,506
Ps 1,876 1,959 1
Jumlah 4,099 3,783 2,040

Sumber. Penulis

Nilai 1 pada diagonal utama menunjukkan bahwa setiap kriteria memiliki tingkat
kepentingan yang sama ketika dibandingkan dengan dirinya sendiri. Nilai di atas
diagonal utama mencerminkan tingkat kepentingan kriteria pada baris terhadap
kriteria pada kolom berdasarkan persepsi gabungan responden, sedangkan nilai
di bawah diagonal utama merupakan nilai resiprokal yang menjaga konsistensi

logis matriks. Hasil Geometric Mean ini akan dinormalisasikan melalui
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perhitungan nilai eigenvector (bobot prioritas) untuk menentukan konsistensi
penilaian responden sehingga dapat mewakili prioritas relatif masing-masing

alternatif. Hasil dari perhitungan bobot prioritas ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12 Matriks Perbandingan Berpasangan e.v
Pg Hp Ps Jumlah

Bobot Prioritas

(e.v)

Pg 0,244 0,218 0,262 0,724 0,241
Hp 0,298 0,264 0,248 0,810 0,270
Ps 0,458 0,518 0,490 1,466 0,489
Jumlah 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000

Sumber. Penulis

Secara keseluruhan, hasil perhitungan eigenvector menunjukkan urutan prioritas
alternatif unit usaha sebagai berikut:
1) Pengelolaan Sampah sebagai prioritas kriteria pertama dengan bobot
prioritas sebesar 0,489
2) HIPPAM Mandiri Arum sebagai prioritas kriteria kedua dengan bobot
prioritas sebesar 0,270
3) Perdagangan sebagai prioritas kriteria ketiga dengan bobot prioritas sebesar
0,241
Hal ini menunjukkan bahwa alternatif Ps menjadi prioritas utama dalam
meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dengan bobot prioritas sebesar 0,489.
Selanjutnya, alternatif Hp menempati urutan kedua dengan bobot prioritas
sebesar 0,270 serta alternatif Pg menjadi prioritas terakhir dengan bobot prioritas
sebesar 0,241. Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan bahwa orientasi utama
BUMDes lebih menitikberatkan pada unit usaha pengelolaan sampah dalam
upaya peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.
. Pengukuran Konsistensi Logis Kriteria
1) Pencarian Vektor [A]
Untuk menguji Bobot Prioritas (Eigenvector) dilakukan perhitungan Vektor

[A]. Dalam penelitian ini hasil dari nilai Vektor [A] adalah sebagai berikut:
Tabel 4.13 Nilai Vektor [A]

Matriks Awal Bobot
Prioritas  Vektor [A]
Pg Hp Ps (e.v)
Pg 1 0,824 0,534 0,241 0,725

Hp 1,223 1 0,506 0,270 0,812
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Ps 1,876 1,959 1 0,489 1,470

Jumlah 4,099 3,783 2,040 1,000 3,007
Sumber. Penulis

Berdasarkan perhitungan Vektor [A], diperoleh jumlah nilai sebesar 3,007
yang merupakan hasil perkalian matriks perbandingan berpasangan dengan
nilai eigenvector masing-masing kriteria. Nilai Vektor [A] kriteria tertinggi
terdapat pada alternatif Ps dengan nilai sebesar 1,470, diikuti alternatif Hp
dengan nilai sebesar 0,812 serta alternatif Pg dengan nilai terendah sebesar
0,725.

Pencarian Vektor [B]

Untuk menentukan rasio penguji konsistensi terhadap kriteria maka harus
dilakukan perhitungan Vektor [B]. Dalam penelitian ini hasil dari nilai

Vektor [B] adalah sebagai berikut:
Tabel 4.14 Nilai Vektor [B]

Matriks Awal Bobot
Prioritas  Vektor [A] Vektor [B]
Pg Hp Fp (e.v)
Pg 1 0,824 0,534 0,241 0,725 3,008
Hp 1,223 1 0,506 0,270 0,812 3,007
Fp 1,876 1,959 1 0,489 1,470 3,006
Jumlah 4,099 3,783 2,040 1,000 3,007 9,021

Sumber. Penulis

Berdasarkan perhitungan Vektor [B] kriteria diperoleh dari pembagian nilai
Vektor [A] dengan bobot prioritas (eigenvector) masing-masing Kriteria,
yang menghasilkan nilai alternatif Ps sebesar 3,006, nilai alternatif Hp
sebesar 3,007, dan nilai alternatif Pg sebesar 3,008. Nilai-nilai tersebut
relatif berdekatan, sehingga menunjukkan tingkat konsistensi yang baik
dalam matriks perbandingan berpasangan. Rata-rata nilai Vektor [B] kriteria
yang mendekati angka 3 sebagai jumlah alternatif menandakan bahwa
penilaian responden dalam menentukan prioritas kriteria telah memenuhi
prinsip konsistensi, sehingga hasil pembobotan dapat dinyatakan layak dan

dapat digunakan untuk tahap analisis selanjutnya.
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3) Pencarian Maximum Eigenvalue (A max)
Hasil penelitian ini menunjukkan jumlah Vektor [B] kriteria adalah 9,021
dan terdapat 3 elemen alternatif sehingga menghasilkan A max sebesar
3,007.
4) Pengukuran Consistency Index (CI)
Hasil penelitian menunjukkan A max alternatif adalah sebesar 3.007
sehingga menghasilkan nilai CI alternatif sebesar 0,0035.
5) Penentuan Random Index (RI)
Dalam penelitian ini jumlah kriteria adalah 3 sehingga RI alternatif yang
digunakan adalah sebesar 0,58.
6) Penentuan Consistency Ratio (CR)
Dalam penelitian ini menghasilkan nilai CI kriteria sebesar 0,0035 dengan
RI kriteria sebesar 0,58 sehingga menghasilkan CR kriteria sebesar 0,006
atau sama dengan 0,6% yang menunjukkan jika jawaban responden
terhadap perbandingan berpasangan kriteria adalah valid.
Secara umum, hasil pengukuran konsistensi terhadap penilaian alternatif
menunjukkan bahwa matriks perbandingan berpasangan telah memenuhi tingkat
konsistensi yang dapat diterima. Keenam alternatif telah dianalisis
menggunakan metode Geometric Mean untuk memperoleh bobot prioritas,
kemudian diuji melalui perhitungan Maximum FEigenvalue (A max) kriteria
dengan nilai sebesar 3,007. Berdasarkan nilai tersebut diperoleh Consistency
Index (CI) kriteria sebesar 0,0035 yang selanjutnya dibandingkan dengan
Random Index (RI) kriteria sebesar 0,58, sehingga menghasilkan Consistency
Ratio (CR) kriteria sebesar 0,006. Karena nilai CR lebih kecil dari batas toleransi
0,10 atau 10%, maka matriks perbandingan berpasangan dinyatakan konsisten
secara rasional dan valid.
4.1.3 Pengambilan Keputusan
Proses AHP yang telah dilakukan menghasilkan nilai prioritas pada setiap
kriteria dan alternatif berdasarkan perbandingan berpasangan yang telah dihitung.
Nilai tersebut menunjukkan tingkat kepentingan relatif masing-masing elemen.

Selanjutnya, seluruh hasil pembobotan disusun kembali dalam bentuk bagan
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struktur hierarki untuk memperjelas hubungan antara tujuan, kriteria, dan alternatif

secara sistematis sebagai berikut:

Prioritas Unit
Usaha
KM
Pg Hp Ps
0,241 0,270 0,489

Gambar 4.2 Struktur Hierarki AHP Nilai Prioritas Unit Usaha

Sumber. Penulis

Keterangan:

KM : Kriteria Kesejahteraan Masyarakat
Pg : Unit Usaha Perdagangan

Hp : Unit Usaha HIPPAM Mandiri Arum
Ps : Unit Usaha Pengelolaan Sampah

Berdasarkan gambar struktur hierarki AHP di atas dapat disimpulkan bahwa
proses pengambilan keputusan dalam menentukan prioritas unit usaha didasarkan
pada kriteria Kesejahteraan Masyarakat. Hasil pembobotan menunjukkan bahwa
unit usaha Pengelolaan Sampah memperoleh bobot prioritas tertinggi sebesar 0,489
sehingga menempati posisi pertama. Posisi kedua ditempati oleh unit usaha
HIPPAM Mandiri Arum dengan bobot prioritas sebesar 0,270. Sementara itu, unit
usaha Perdagangan berada pada posisi terakhir dengan bobot prioritas sebesar
0,241. Dengan demikian, berdasarkan hasil perhitungan Analytical Hierarchy
Process (AHP) diperoleh nilai pada masing-masing alternatif yang menujukkan jika
unit usaha Pengelolaan Sampah merupakan unit usaha yang diprioritaskan dalam
upaya mencapai tujuan BUMDes yaitu meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
4.1.4 Penyertaan Modal yang Proporsional

Nilai prioritas yang dihasilkan dari perhitungan Analytical Hierarchy
Process (AHP) menjadi dasar dalam menentukan proporsionalitas penyertaan
modal sesuai dengan tingkat kepentingan masing-masing unit usaha. Bobot

prioritas dikonversi ke dalam bentuk persentase sebagai berikut:
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a. Unit usaha Perdagangan memiliki bobot prioritas sebesar 0,241 dikonversi
menjadi 24,1%

b. Unit usaha HIPPAM Mandiri Arum memiliki bobot prioritas sebesar 0,270
dikonversi menjadi 27%

c. Unit usaha Pengelolaan Sampah memiliki bobot prioritas sebesar 0,489
dikonversi menjadi 48,9%

Dengan demikian, proporsi penyertaan modal dapat dialokasikan secara

prporsional berdasarkan tingkat prioritas masing-masing unit usaha berdasarkan

hasil analisis AHP, sehingga alokasi modal dilakukan secara rasional, terukur, dan
sesuai dengan nilai prioritas yang diperoleh.

Modal awal yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa Sumberarum kepada
BUMDes Mandiri Arum adalah sebesar Rp63.736.500,00 yang seluruhnya berasal
sepenuhnya dari APBDes Pemerintah Desa Sumberarum. Berdasarkan hasil
konversi bobot prioritas yang diperoleh dari analisis AHP terhadap unit-unit usaha
yang ada, implementasi alokasi modal terhadap unit usaha BUMDes Mandiri Arum
dapat dilakukan sebagai berikut:

a. Unit usaha Perdagangan memiliki persentase bobot prioritas sebesar 24,1%
sehinga proporsi pengalokasian modal sebesar Rpl15.367.003,50 yang
menjadikan unit usaha Perdagangan sebagai unit usaha dengan proporsi modal
terkecil.

b. Unit usaha HIPPAM Mandiri Arum memiliki persentase bobot prioritas sebesar
27% sehinga proporsi pengalokasian modal sebesar Rp17.216.145,00 yang
menjadikan unit usaha HIPPAM Mandiri Arum sebagai unit usaha dengan
proporsi modal sedang.

c. Unit usaha Pengelolaan Sampah memiliki persentase bobot prioritas sebesar
48,9% sehinga proporsi pengalokasian modal sebesar Rp31.180.351,50 yang
menjadikan unit usaha Pengelolaan Sampah sebagai unit usaha dengan proporsi
modal terbesar.

Dengan demikian, implementasi proporsionalitas modal ini menggambarkan

prioritas pengembangan unit usaha di BUMDes Mandiri Arum sesuai dengan bobot

prioritas yang telah dihitung.
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4.2 Pembahasan
4.2.1 Penyusunan Hierarki

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan hierarki AHP dilakukan
dengan menempatkan tujuan utama penentuan prioritas pada tingkat teratas, diikuti
kriteria sebagai dasar pertimbangan, dan alternatif unit usaha di tingkat paling
bawah. Hal ini merupakan implementasi dari prinsip dekomposisi yang
dikemukakan Marsono (2020), yaitu memecah masalah kompleks menjadi bagian-
bagian lebih kecil agar dapat dianalisis secara sistematis. Dengan cara ini, kriteria
dapat digunakan sebagai acuan untuk mengevaluasi alternatif, sehingga
mempermudah pengambilan keputusan yang terstruktur. Proses dekomposisi dan
penyusunan hierarki juga sejalan dengan teori pengambilan keputusan menurut
Supranto (2009) dan konsep manajemen Herbert A. Simon, di mana pengambilan
keputusan membutuhkan identifikasi masalah, pengumpulan informasi, dan
evaluasi alternatif secara sistematis. Dalam konteks penelitian ini, hierarki AHP
menjadi kerangka untuk memetakan hubungan antara tujuan, kriteria, dan alternatif,
sehingga memudahkan proses perbandingan berpasangan dan penghitungan bobot
relatif.

Dalam penentuan kriteria serta alternatif yang disusun dalam struktur
hierarki, didasarkan pada data sekunder berupa AD/ART BUMDes Mandiri Arum
dimana kriteria sebagai tujuan utama pendirian BUMDes Mandiri Arum serta
alternatif sebagai unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes Mandiri Arum. Hal ini
dijadikan dasar dalam pembuatan kuesioner AHP. Dalam menyebarkan kuesioner,
responden dipilih berdasarkan pihak-pihak yang terkait dengan pengambilan
keputusan BUMDes Mandiri Arum, di mana dalam AD/ART BUMDes
menyebutkan jika pengambilan keputusan BUMDes dilakukan melalui
Musyawarah Desa yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa, unsur BPD, unsur
masyarakat, serta pengelola BUMDes sebagai pengelola operasional BUMDes. Hal
ini sesuai dengan pemilihan responden pada penelitian terdahulu dimana pihak-
pihak yang mengisi kuesioner merupakan pihak-pihak yang berkaitan langsung

dengan tujuan penelitian.
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4.2.2 Penentuan Bobot Prioritas

Matriks perbandingan berpasangan alternatif kaitannya dengan kriteria
Kesejahteraan Masyarakat, diperoleh dari penyebaran kuesioner pada 10
responden. Dalam penelitian ini, terdapat tiga alternatif unit usaha yang dilakukan
perbandingan berpasangan, yaitu Pg, Hp, dan Ps, yang dibandingkan keterkaitannya
dengan kriteria. Penyusunan matriks perbandingan berpasangan alternatif ini
mengikuti prinsip resiprokal sebagaimana diatur dalam Marsono (2020), di mana
setiap nilai penilaian berbanding timbal balik untuk memastikan konsistensi dan
rasionalitas evaluasi antar alternatif. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa bobot
prioritas  alternatif kaitannya dengan kriteria Kesejahteraan Masyarakat
menempatkan Ps sebagai unit usaha dengan bobot tertinggi, diikuti oleh Hp dan Pg,
dengan nilai konsistensi logis sebesar 0,006, yang menandakan keputusan yang
rasional dan konsisten. Hasil ini memperlihatkan bahwa penilaian alternatif telah
memperhatikan relevansi setiap unit usaha terhadap kriteria. Seluruh bobot prioritas
alternatif ini diperoleh melalui perhitungan Geometric Mean dan disusun sesuai
dengan langkah-langkah AHP yang dijelaskan Marsono (2020).
4.2.3 Pengambilan Keputusan

Dari hasil perhitungan AHP, penyusunan ulang hierarki perlu di lakukan
sebagai upaya dalam merumuskan bobot prioritas pada masing-masing alternatif.
Di mana diperoleh bobot prioritas alternatif Pg sebesar 0,241, alternatif Hp sebesar
0,270, dan alternatif Ps sebesar 0,489. Sehingga keputusan yang dibuat adalah
prioritas unit usaha adalah Pengelolaan Sampah karena memiliki bobot prioritas
tertinggi diantara alternatif lainnya. Hasil ini selaras dengan tahap pemilihan
alternatif terbaik menurut Supranto (2009), di mana keputusan diambil berdasarkan
analisis komprehensif, kriteria objektif, dan prioritas kepentingan. Selain itu, proses
penentuan prioritas alternatif mengikuti langkah-langkah AHP sebagaimana
dijelaskan Marsono (2020), termasuk perhitungan bobot prioritas global dan
penyusunan ulang hierarki, sehingga pengambilan keputusan terhadap prioritas unit
usaha untuk penyertaan modal yang proporsional dapat dilakukan. Namun
perhitungan bobot prioritas global tidak dilakukan karena jumlah kriteria hanya satu

sehingga tidak memerlukan perbandingan berpasangan.
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4.2.4 Penyertaan Modal yang Proporsional

Pengalokasian penyertaan modal BUMDes Mandiri Arum dapat dilakukan
dengan proporsional berdasarkan bobot prioritas unit usaha yang diperoleh melalui
perhitungan Analytical Hierarchy Process (AHP). Dalam implementasinya,
proporsionalitas modal BUMDes Mandiri Arum dinilai melalui persentase prioritas
setiap unit usaha berdasarkan bobot prioritas yang diperoleh dari AHP. Sehingga
setiap unit usaha memiliki persentase dalam menerima pengalokasian modal sesuai
tingkat kepentingannya terhadap tujuan pembangunan desa. Dengan modal awal
sebesar Rp63.736.500,00, unit usaha Pengelolaan Sampah memperoleh proporsi
modal terbesar sebesar Rp31.180.351,50 (48,9%), diikuti unit usaha HIPPAM
Mandiri Arum sebesar Rp17.216.145,00 (27%), dan unit usaha Perdagangan
sebesar Rp15.367.003,50 (24,1%).

Pengalokasian modal ini didasarkan pada kriteria ini memungkinkan
evaluasi dan penyesuaian kebijakan secara sistematis sesuai prinsip Supranto
(2009), sehingga pengambilan keputusan tidak hanya adil secara matematis, tetapi
juga strategis dan berkelanjutan bagi pengembangan unit usaha BUMDes Mandiri
Arum. Selain itu, proses proporsionalitas ini juga sejalan dengan asas
proporsionalitas dalam hukum dan bisnis, sebagaimana dikemukakan oleh Hernoko
(2019) serta Rahmawan & Ispriyarso (2019), yang menekankan pembagian hak dan
kewajiban secara adil dan seimbang, bukan hanya secara matematis, namun melalui
mekanisme pertukaran yang memperhatikan kebutuhan dan kontribusi masing-

masing pihak.



BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai analisis
pemilihan prioritas usaha sebagai dasar penyertaan modal yang proporsional pada
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mandiri Arum dengan menggunakan metode
Analytical Hierarchy Process (AHP), dapat ditarik beberapa kesimpulan jika unit
usaha Pengelolaan Sampah merupakan unit usaha prioritas dengan bobot prioritas
sebesar 0,489. Selain itu dalam hal proporsionalitas penyertaan modal unit usaha
BUMDes Mandiri Arum, berdasarkan modal awal BUMDes Mandiri Arum sebesar
Rp63.763.500,00 sehingga pengalokasian modal untuk unit usaha Perdagangan
adalah Rpl15.367.003,50 (24,1%), HIPPAM Mandiri Arum sebesar
Rp17.216.145,00 (27%), dan Pengelolaan Sampah sebesar Rp31.180.351,50
(48,9%).

5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh, maka
saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:
1. Bagi Pengelola BUMDes Mandiri Arum
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan
penyertaan modal pada setiap unit usaha. Pengalokasian modal sebaiknya
didasarkan pada tingkat kepentingan setiap unit usaha sebagaimana hasil
analisis, sehingga pengalokasian modal dapat dilakukan secara proporsional.
Dengan demikian, upaya pengembangan unit usaha dapat berjalan lebih
terarah, efektif, dan optimal dalam mendukung pencapaian tujuan BUMDes.
2. Pelaksanaan Evaluasi Berkala
Pengelola BUMDes Mandiri Arum perlu melakukan pembaruan analisis
prioritas apabila terdapat perubahan pada kriteria penilaian, komposisi unit
usaha, maupun penyesuaian terhadap modal. Hal ini bertujuan agar model
pengambilan keputusan yang digunakan tetap mencerminkan kondisi aktual
dan mampu menghasilkan kebijakan penyertaan modal yang akurat serta sesuai

terhadap perkembangan BUMDes.

43



44

5.3 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini terdapat pada kurangnya informasi yang
lebih dalam terkait dengan penyertaan modal BUMDes Mandiri Arum dan hasil
dari musyawarah desa pembentukan BUMDes Mandiri Arum. Kondisi tersebut
disebabkan oleh adanya restrukturisasi kepengurusan BUMDes Mandiri Arum serta
peralihan pemerintahan Desa Sumberarum, sehingga tidak seluruh data dan
dokumen historis dapat diperoleh secara lengkap. Oleh karena itu, peneliti hanya
mengandalkan dokumentasi berupa AD/ART BUMDes Mandiri Arum. Selain itu,
metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam penelitian ini dilakukan melalui
perhitungan manual, sehingga proses analisis data membutuhkan waktu yang relatif
lebih panjang. Dengan demikian, penelitian selanjutnya disarankan untuk
melakukan penggalian informasi yang lebih komprehensif serta memanfaatkan
sistem pendukung keputusan guna meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses

analisis.
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Lampiran 1. Surat Izin Penelitian

Kode Dokumen : FR-AUK064
Revisi 0

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
Jalan Mastrip Kotak Pos 164 Jember 68121 Telp. (0331) 333532-34
Email : politeknik@polije.ac.id Website : hitps//www.polije.ac.id

Nomor : 9  /PL17/PP/2025 / f
Lampiran : -8 4 8 0 L JUN lms
Perihal : ljin Penelitian

Kepada Yth:

Kepala Desa Sumberarum )
Dusun Krajan Rt.01/02 Desa Sumberarum Kec.Songgon Kab.Banyuwangi
di

Banyuwangi — Jawa Timur

Dengan hormat,

Dalam rangka menyelesaikan akhir masa studi mahasiswa di Jurusan Bisnis Program Studi
Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik Politeknik Negeri Jember, setiap mahasiswa
diwajibkan untuk menyusun Tugas Akhir/Skripsi.

Adapun nama mahasiswa berikut ini :

Nama : Tedy Dharmawan
NIM : D42221551
Jurusan/Program Studi : Bisnis/Akuntansi Sektor Publik

Contact Person Koord.Program Studi : Arisona Ahmad, SE.,MSA. Ak (082231272308)

Bermaksud untuk memohon ijin melakukan penelitian pada lembaga/perusahaan yang
Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun Tugas Akhir/Skripsi yang berjudul :

Analisis Pemilihan Prioritas Unit Usaha Sebagai Dasar Penyertaan Modal Yang
Proporsional Pada BUMDes Mandiri Arum.

Adapun data penelitian yang dibutuhkan adalah data primer, jawaban kuisioner.

Demikian permohonan ijin kami buat. Atas perhatian dan kerjasamanya kami
mengucapkan terima kasih.

0. Direktur
W/akjl Direktur Bidang Akademik,

Surleno, S.Kom, M.Kom

P. 19790703 200312 1 001

Smart, Tunovative, Professional @

Dipindai dengan CamScanner
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Lampiran 2. Surat Rekomendasi

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN SONGGON
DESA SUMBERARUM

JIl. HOS COKROAMINOTO NOMOR : 28 KODE POS 68463

Website : sumberarum.desa.id Email : desasumberarum482@gmail.com

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 145/ 7/ 429.509.07 / 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Sumberarum Kecamatan
Songgon Kabupaten Banyuwangi, Dengan ini memberikan rekom kepada :

Nam a : TEDY DHARMAWAN

NIM : D42221551

Jurusan/Program Studi  : Bisnis/Akuntansi Sektor Publik

Dengan ini memberikan rekom kepada Orang tersebut di atas untuk melakukan
penelitian di Desa Sumberarum Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi dengan
judul * Analisis Pemilihan Prioritas Unit Usaha Sebagai Dasar Penyertaan Modal Yang
Proporsional Pada BUMDes Mandiri Arum.

Demikian Surat Rekomendasi ini di buat dengan sebenarnya dan hendaknya
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumberarum, 01 Juli 2025
_KERALA DESA SUMBERARUM

i-.;\\ '/"r' B
N4 cSUPRIYONO, SH.
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Lampiran 3. AD/ART BUMDes Mandiri Arum

LAMPIRAN PERATURAN DESA SUMBERARUM 5 BABI
NOMOR :6 NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
TANGGAL : 27 Maret 2024

Pasal 1

ANGGARAN DASAR 2 .
(1) BUM Desa ini bernama BUM Desa Mandiri Arum Desa

BUM DESA MANDIRI ARUM
Sumberarum. selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BUM

MUKADIMAH Besa.
(2] BUM Desa Mandiri Arum Desa Sumberarum berkedudukan di Desa
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai um, Songgon', Kabupat
pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah BABII
lahir. Undang-undang ini BUM Desa sebagai MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN
% Pasal 2

badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUM Desa semakin 4
(1) Maksud dan tujuan pendirian BUM Desa adalah:

penting  schagai i produk/jasa produscn
berbagai  kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, i a. Perdagangan; 2
penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa dapat i b. Pengelolaan Sampah
menjadi penyumbang pendapatan asli Desa di  samping tetap c. HIPPAM
memberikan manfaat bagi masyarakat, e d. Wisata;
7 euu ¢ 2oen - ftal | apag g BAB Il
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat {1) menyebutkan bahwa 2 JENIS USAHA 2

perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUM Desa juge dilandasi

i
A

Pasal 3
(1) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BUM Desa

oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari

kedua scmangat tersebut adalah Musyawarah Desa scbagai organ

tertinggi  dalam i BUM Desa. £re
secara akan tetap menjadi

dapat:

a, Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan

2 5 y b, Menjalankan usaha dalam bidang Penyediaan Air bersih *
tujuan utama BUM Desa bukar hanva kesejahteraan: masing-masing >
individu fi.2 o 2 c. Menjalankan usaha dalam bidang pengolahan sampah
individu. i g

— . I
BABIV dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut
ORGANISAS] BUM DESA tercermin dalam Laporan tahunan dan laporan Keuangan.
Bagian Kesatu (3] Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta
Musyawarah Desa BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa tahunan paling
Jambat 7 {tujuh} hari kalender.
Pasal 4
(1) Musyawarah Desa diadakan di tempat kedudukan BUM Desa. o
2) Desa dapat dil atas i (4 Desa khusus i dimaksud dalam pasal 5
i penasihat, dan/atau hurul b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan
(3) Musyawarah Desa dilaksanakan dan dipimpin BPD, serta ] mengharuskan adanya segera yang
difasilitesi oleh Pemerintah Dese. bereda pada Musyawarah Desa. ;
i (5) Musyawarah Desa khusus diusulkan oleh pelaksana operasiohal )
Pasal 5 s ] dan/atau pengawas kepada penasihat. :
Musyawarah Desa terdiri atas: . i (6) Penasihat meminta BFD untuk melaksanakan Musyawarah Desa
a. Musyawarah Desa tahunan; dan 4 Kkhusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender: A
b. Musyawarah Desa khusus. % i g
7. Pasal &
Pasal 6 E ¢y [ Desa dapat di apabila dibadiri oleh:
(1) Dalam Musyawarah Dcsa tahunan sebagaimana dimaksud dalam «. Kepala Desa; e
pasal 5 huruf a: 5 b. BPD; dan
a. i i €. unsur masyarakal yang terdini atas:
1. laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas, dan #q 1. penyerta modal;
untuk persetj : Desa; i 2. perwakilan dusun atau rukun warg alau rukun tetangga;
2. rancangan rencans program kerja untuk disahkan oleh. £ dan
Musyawarah Desa menjadi rencana program kerje. 3. perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha .

b. Ditetar dan pengg hasil usaha, dalam hal, ~ © BUM Desa/Unit Usaha BUM Desa.
BUM Desa mempunyai saldo laba yang positif. : £

& =t @ s Desa diambil berc  musy
(2) Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program = untuk mencapai mufakat.
kerja oleh Musyawarah Desa tahunan berarti memberikan. | . ¢ il
dan L jawab Kepada Pasal 9 i

pelaksana opcrasional alas pengurusan dan pengawas atas

Musyawarah Desa berwenang:
a. menetapkan pendirjian BUM Desa;
. 5t © b, menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa dan perubahannya;

dan penasihat atas tugas nasi yang ‘telah
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e moe

=

n.

i hak dan
kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi
kepenasihatan;

dan jumlah,

dan i secara tetap pelaksana
operasional BUM Desa;
mengangkat pengawas;
mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa;
memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUM Desa;
memberikan persetujuan atas rancangan rencana program Kerja
yang di:

jukan olch pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas: ~
dan penasihat; ‘ +

atas pinj: BUM Desa dengan jumlah +
dalam A Dasar BUM Desa;
memberikan persctujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai,

tertentu

jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu ‘dengan
pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM
Desa;

menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa; i ¥
menetapkan tujuan penggunaan laba bersib BUM Desa;
memutuskan penugasan Desa  kepada BUM  Desa  untik -
melaksanakan kegiatan tertentu; 3

memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa;

hasil. Usaha ‘BUM i
Desa dan/atau Unit Usaha BUM Desa yang diserahkan kepada *

prioritas

Desa; 2 SR
mencrima  laporan  tahunan BUM ~Desa dan. menyatakan

jawab dan

pengawas; B
Hs, dan o Kerugian BUM. Desa” ¥
dengan aset BUM Desa; ¥ ¥ e ey
bahas  dan i bentuk  pertangaung Cyangi i s
harus ~ dilak oleh il ional,

d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara
laak i dan il alih i

BUM Desa;
€. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun
dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan
dalam rangka modal Desa
dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah
Desa;

melakukan telnahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha i
BUM Desa oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh i
peagawas scbelum  dinjukan kepada Musvawarah Desa dalam i
laporan tahunan;

& i atau laporan tahunan BUM ik

Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Dess; .

&

bersama dengan pengawas, memberikan persctujuan alas pinjaman
BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam |
Anggaran Dasar BUM Desq; dan 3

bersama dengan pengawas, memberikan persetwjuan atas kerja
sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk

kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan

dalam Anggaran Dasar BUM Desa.

Pasal 12

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 bertugas: i |

a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional ]

dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;

-3

. menelash rancangan rencana program kerjn dan menetapkan”
rencana program kerja BUM Desa berdasarkan . keputusan .
Musyawarah Desa; i 2

. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan
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dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa yang
diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;

@

memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proscs hukum
dalam hal penasihat, dan/atau p

tidak  menunjukkan  iktikad ~ baik  melaksanakan
pertanggungjawaban;

t. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa
karena keadaan tertentu;

u. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban
dan pembagian harta atau kckayaan hasil penghentian Kegiatan
usaha BUM Desa;

v. meminta dan ima per i i; dan

w. atau auditor

untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi
kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa.

Bagian Kedua
Penasihat
Pasal 10
Penasibal dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa.

Pasal 11
Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berwenang:

a. bersama jonal dan dan
menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau
perubahannyza; 4 i i i

b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rfencana program ;

kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan
kepada Musyawarah Desa; o
. menctapkan pemberhentian seca‘ru tetap pelaksana operasional.

o

sesuai keputusan Musyawarah Desa;

a

. bersama pengawas, menelaah laporan scmesteran atas pelaksanaan
pengelolaan usaha BUM Desa;

. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan

pengelolaan usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah

o

Desa;

f. ikan  perti dalam usaha dan
organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa;

L]

memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap
penting bagi pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah

Desa; dan

=

meminta penj dari

mengenai
pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa.

Pasal 13
Penasihat sebagaimana di:naksud dalam pasal 10 berhak:
a. memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi '
kepenasihatan; dan
b. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
1. Honor perbulan senilai Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
2, Bonus tahunan hesarnya yang akan dibahas dalam
musyawarah khusus setelah mengetahui laba m.hunm;
BUMDesa. X

Bagian Ketiga
Pelaksana Oiemsiomd

Pasal 14 3
BUM Desa diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang
selanjutnya disebut direktur yang diangkat oleh Musyawarah Desa.
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Pasal 15

(1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diangkat dari
orang perscorangan yang diusulkan oleh Kepala Dess, BFD,

@

h.

i

k.

dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.

Orang i pada ayat (1) harus

memenuhi syarat meliputi:

a. warga Desa Sumberarum

b. sehat jasmani dan robani (tidak sedang menderita penyakit yan,
dapat menghambat tugas sebagai Direktui);

g

c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk
melaksanakan tugas sebagai direktur;

d. mempu melaksanakan perbuatan hukum;

e. tidak pernah dinyatakan pailit;

f. tidak pernah bersalah dan ¢

usaha dinyatakan pailit;
tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

Fw

usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;

‘memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
tidak sedang

“sebuah

memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai -

i jabatan vang

perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan

Direktur BUM Desa.

Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2. e

Orang pt yang dimaksud pad

yang terpilih

ayat (3] ditetapkan olch Musyawarah Desa sebagai piie!;tur. s

Nama * Tomiran F el
Umur 147 Th » :
+ Dusun Krajan Rt. / Rw. Desa Sumberarum_

Pendidikan ¢ D3 : ;

Alamat

melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan
Usaha BUM Desa setclah mendapat persetujusn Musyawarah Desa
atau penasihat scsuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa scsuai
yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;

melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa sesuai
yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;

melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah
Desa;

bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Desa tidak
menunjuk penyelesai; dan

atur, 1ol

segala tindakan
dan/atau

lainnya bagi i 7 BUM
Desa mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah

Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, serta mewakili BUM Desa di dalam dan di luar

pengadilan.

Pasal 18

Direktur bertugas:

a

b.

menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan
BUM Dess untuk kepentingan BUM Desa dan sesuni dengan
maksud dan tujuan BUM Desa serta mewakili BUM Desa di dalam

ala hal ‘dan segala

danjatau di luar pengadilen mengenai
kejadian, dengan diatur dalam
Dasar BUM Desa, Desa dan/atau
peraturan perundang-undangan;

dan

laparan

i

A,

Pasal 16
Direktur dapat di i k ktu oleh Desa
karena alasan:

a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;

b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga
dan/atau peraturan perundang-undangan;

terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;

a0

melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang
seharusnya dihormati sebagai dircktur BUM Desa;

e. di bersalah dengan ilan yang

kekuatan hukum yang tetap; dan

‘mengundurkan diri.

Pasal 17

Direktur berwenang:

a. bersama penasihat dan pengawas, membabas dan menyepakati
Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;

b. i terkait i Usaha BUM Desa
yang sesuai dengan garis kebjjakan BUM Desa yang dinyatakan

dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan
Musyawarah Desa;

. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa secara internal
organisasi maupun dengan pihak lain;

a

d. mengatur ketentuan mengenai kctenagakerjaan BUM Desa termasuk
penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat Jainnya bagi pegawai BUM
Desa;

¢. mengangkat dan membechentikan pegawai BUM  Desa sclain
sekretaris dan Dendahara berdasarkan peraturan  perundang-
undangan mengenai ketenagakerjaan; 2

£ melakukan pinjaman BUM Desa sctclah mendapat persetujuan
Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran
Dasar BUM Desa;

d. laporan tahunan Usaha BUM

Desa untuk dinjukan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh
penasihat dan pengawas;

®

. atas i penasihat,

persoalan BUM
Desa kepada penasinat;

menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada Musyawarah
Desa; dan

g bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan
menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan
dalam rangka perencansan penambahan modal Desa dan/atau
masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa.

Pasal 19
Direktur berhak:
a. mewakili BUM Desa di dalam dan di'luar pengadilan tentang scgala
hel dan dalam segala kejadian;
b. mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan
bendahara;
. Memperoleh penghasilan yang terdiri tas:
1. gaji senilai Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
2. Bonus tahunan besarnya akan dibahas dalam musyawarah
khusus sctelah mengetahui laba tahunan BUMDesz.

Bagian Keempat _
Pengawas

Pasal 20

(1] Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh |

Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah

Desa. & (e ok

(2) Orang perseorangan sebagaimen
memenuhi syarat meliputi:

imaksud pm:‘Bk‘
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b. sehat jasmani dan rohani {tidak sedang menderita penyakit yang Pasal 22
dapat menghambat tugas sebagai pengawas); Pengawas berwenang:
. me dedikasi untuk tugas schagai 2. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program i
d. berpendidikan minimal SLTA sederajat; kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan
c. tidak pernah dinyatakan pailit; kepada Musyawarah Desa;
f. tidak pernah bersalah dan sebuah L. bersama dengan penusihat dan pelaksana operasional, membahas
usaha dinyatakan pailit; dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau
g tidek pernah dihukum karena melakukan tindak pidana; perubshannye;
b. memiliki keahlian dan pengetabuan yang memadai mengenai o

usaha di bidang ckonomi dan/atau pelayanan umun;
i. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan

bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman
BUM Desa dengan jumlah tertentu scbagaimana ditetapkan dalam
Anggaran Dasar BUM Desa;
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(3) Musyawarah Desa memilih orang perscorangan vang diusulkan d. bersama dengan peaasihat, memberikan persetujuan atas kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sema BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk 1
schagaimana dimaksud pada ayat (2). kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan 4

(4) Orang yaing terpilthy i vang dimaksud pada dalam Anggaran Dasar BUM Dosa; " #
ayat (3) di ik o sepir : ) e. bersama dengan ihat, dan ikan analisis

. : keuangan, rencans kegiatan dan  kebutuhan dalam  rangka
sty - ey SR perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa
Bengawns it o Z B A 3 Kkepada Musyawarah Desa; ; R s

L atas perintah Musy Dess, dan
audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan /atau
kelalaian dalam pengelolasn BUM Desa yang bespotensi dapat
merugikan BUM Desa; dan

karcna alasan:

a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik; Z
b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga
dan/atau peraturan perundang-undangan; 3

Usaha BUM

s I dokumen, dan
c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa; Désa:
d. melakukan tindakan yang melanggar ctika dan/atau kepatutan yang

dihormati sebagai : ¥ Pasal 23

e. dinyatakan bersalsh dengan
kekuatan hukum yang tetap;
mengundurkan diri.

Pengawas bertugas: i

a. melakuken pengawasan terhadap kebijakan pengurusan - dan

Jjalannya  pengurusan BUM Desa oleh pelaksana operasional -

termasuk pengawasan terhadap pelaksanasn program kerja, sesu
P

1

ERATE e

b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa;
. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau  pengawasan
tahunan kepada Musyawarah Desa;

BAB V
MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

d. melakukan telashan atas laporan scmesteran pelaksanaan Bagian Kesatu
pengelolaan Usaha BUM Desa dari pelaksana operasional untuk di Moda)

ajukan kepada penasihat;

c. bersama dengan penasihai, menclaah rencana program kerja yang pusads

digjukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada (1] Modal awal BUM Desa Rp. 63.763.500,- ( Bnam Puluh Tiga Juta
Musyawarah Desa; Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah |bersumber

& ber i Gkl 1 dari APBDesa Sumberarum pada tahun 2021,
. bereama. dengas’ ponasthat, ‘melalikan iclashian; atas. Jporan {2} Modal awal BUM Desa schagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
tahunan pelaksanan pengelolasn Usaha BUM Desa olch pelaksana .

berasal dari Penyertaan modal Desa dengan total nilai Rp. 63.763.500,-
operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa; { Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Pulub Tiga Ribu Lima

g bersama  penasihat, menelaah laporan {ahunan pelaksanaan Ratus Rupiah }

pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah agian Kedua

Desa; dan Ase
h i ji atau tentang hasil s >

dalam Musyawarah Desa, (1) Aset BUM Desa hersumber d'::

&. penyertaan modal;
Pasal 24 b. bantuan tidak mengikat cermaauk hihah;

Pengawas berhak memperoleh penghasilan yang terdisi atas: ¢ hasil usaha;
a. Honor perbulan senilai Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupizh d. pinjaman; dan/atau

e sumber lain yang s,
(2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa d
berkala dalam laporan keuangan. ,

Rupiah); dan
b. Bonus Tahunan besarnya akan dibahas dalam musyawarah khusus
setelah mengetahui laba tahunan BUMDesa.

itapor

; Paslar
(1) Bantuan tidak mengil hibah s 0
dalam pasal 26 ayat (1) hiruf b dapat bevasal d




Bagian Ketiga
Pinjaman
Pasal 28
(1) BUM Desa dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan
i prinsip efisien dan efektif, scrta

kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Pinjaman BUM Desa dapat dilakukan kepada lembaga keuangan,
Pemerintah Pusal, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam
negeri lainnya dengan ketentuan:

a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha danfatau

pembentukan Unit Usaha BUM Desa;
. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman,
bunge, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi
sisa masa jabatan dirckeur; 2
c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikic 2 (dua)
cahun berturut-turat

-4

d. tidak proporsi

dan
e. aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil
manfaatnya oleh BUM Desa bersama, tidak dapat dijad
jaminan atav agunan.

Pasal 29

(2) Kerja sama usaha BUM Desa dengan pihak lain berupa pengelolaan
bersama  sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1}

setelah hukum status
kepemilikan dan/atau penguasaan objck tersebut berdasarkan
peraturan per g-und

Pasal 33
(1) Kerja sama usaha dengan nilai investasi lcbih dari atau sama
dengan Rp.200.000.000 {Dus Ratus Juta Rupiah) dilakukan sctelah
mendapat persctujuan Musyawarah Desa.

Pasal 34 .
(1) Bentuk kerja sama usaha:
a. Perdagangan

b, Pengalahan Sampah

dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
(1) Bentuk kerja sama usaha:

a. Perdagangan

b. Pengolahan Sampah

oy
dilakukan setelab mendapat persetujuan penasihat dan pengawas; ©

Pasal 35
(1) Kerja sama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat
(2) buruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikic:
. transfer teknolagi, ilmu seni dan ke
b. peningkatan kapasitas sumber daya manusi

BAB VI
KERJA SAMA
Pasal 30
(1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
(2] Kesja sama schagaimana dimaksud pada ayat (1} terdiri atas:
a. kerja sama usaha; dan
b. kerja sama non-usaha.
(9] Keja sama sebagaimana dimaksud pada ayat {1} harus saling
dan meli ingan Desa dan
Desa serta para pihak yang bekerja sama.
(4) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1} paling
sedikit meliputi Pusat, Daerah,
Desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga nongemerintah, lembaga
pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara
atau badan hukum Indonesia, dan BUM Desa lain.

Pasal 31 4

(1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dafam Pasal 30 ayat (2)
huruf a termasuk namun tiddk terbatas berupa Kerja samu dengan
pemerintah Desa dalam bidang prmanfaatan. asct Desa sesuai
dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan me'ngeuaa
pengelolaan aset Desa,

2) Dalam keria sama usaha sehagaimana dimaicsud pada avat m;

BUM Desa dilarang

Sy (1) BUM De:

pihak 1& berupa ker

BAB VI
KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMARFAATAN HASIL USAHA

Pasal 36
{1} Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari
hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1
(satu} tahun buku. ]
tHasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi
alas:
@. pendapatan asli Desa dan laba ditahan sebevar 40 % (Empgt
Pulub per seratus);
diserahkan kepada Bumdes sebesar 60 % {Enam Puluh per
seratus);
(3) Hasil Usaha BUM Desa scbagaimana dimaksud pada ayat {2) huru.f
& dialokastkan untuk:
. pendapatan asli Desa sebesar 40 % (Bmpat Pulih per seratus) -
yang untuk ian bantman
untuk masyarakal miskin, bantuan sosialdll.
Iaba ditahan untuk modsl bagi Usaha BUM Desa/Unit Usaha
BUM Desa yang membutubkan pengembangan usaha sehesar
60% (nam Puluh per seratusi.

12)

&~

o
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BAB ViI
PENUTUP

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Diundangkan di Desa Sumberarum
2gal 27 Maret 2024
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Lampiran 4. Daftar Pertanyaan Kuisioner

wz12e, 6097 E hos a

* Merunjudkan pertanyaan yang

Kuesioner Penelitian "Pemilihan Prioritas
Unit Usaha Sebagai Dasar Penyertaan
Modal Yang Proporsional Pada BUMDes
Mandiri Arum" Menggunakan

Metode Analytical Hierarchy Process

Hala,

Perkenalkan saya Tedy Dharmawan, mahasiswa Sarjana 1 erapan Akuntansi Sektor Publik
Paliteknik Negeri Jemher

Terirma kasih
Penelttian ini

penyertazn modal yang praporsional pada BUMDes Mandiri Arum dengan
menggunakan Metode Anafyiical Hiecarchy Process (AHP).

Saudarali kuisioner ini

‘Saya membutuhkan responden dari 4 unsur pengambil keputusan BUMDes berdasarkan
Musyawarah Desa yang terdir dari unsur Pemenniah Desa, Unsur Sadan Permusyawaratan
Desa, Unstr Pengelola BUMDes, dan Unsur Masyarakat, Mahon
Saudarali untuk karena iy
berlkan dalam kulsioner Il akan sangat membantu dalam penelftian saya.

g Saudarai

Semnua aklivitas pengisian k ini acan d i pancuan yang akan
diberikan pada responden saat pengisian kuisioner. Apabila Saudara/i membutunkan
rmasi terkait pangisian kuisioner inf maka dap ‘ghubungi saya.

Contact Person:
085210138523 (Tedy Dhamnawan)
Atas perhatian Saudarai saya ucapkan terimakasih.

b disi

Identitas Responden

1. Nama*®
0
Az BP0 Kuesisree Feositian” Sabeon » 9
5. Alamat*

Patunjuk Penisian Kuesioner

Responden menentukan indikator mana yang lebih penting dengan cara membandingkan satu
Indikator dengan indikator lainnya.
1. Pemberlan nilal terhadap setiap indikator dengan nilai 1 sampal dengan nilal 9

2 Angka ingkat antars satu indikator
dengan indikator lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:

1 = Sama pentingnya

3= Agak lebih penting

5= Lebih penting

7= Jauh lebih penting

9 = Mutlak lebih penting

2 Jika terdapat keraguan antara penilaian berdekatan

3. Klterla dalam penelitian ini adalah Kesejahteraan Masyarakat.

4. Perbandingan dilskukan tethadap perbandingan berpasangan antar Alteratit kaitannya
dengan Kiiteria Kesejahteraan Masyarakat sebagai berikut

Perdagangan (Pg)

HIPPAM Banditi Arum (11g)

Pengelolaan Sampah (Ps)

5 Pengisian angka dilakukan paa indikatar yang dipi i
lebih penting sedangkan indikator yang tidak dipili wajib untuk diisi Tidak' dan tidak
diperkenankan untuk mengisi angka/selain ‘Ticak'.

azu2s, 5970

2. Unsur®
Tandai satu ovai saja.
Pemeriniah Desa
Badan Permusyawarztan Desa
Pengelala BUMDes

Wasyarakat

Jabatan *

Tandal satu ovai saja.
Kepala Desa Sumterarum

Ke

Badan Permusyawaratan Desa
Direktur BUMDes Mandin Auum
Kepala Dusun Pasar

Kepala Dusun Kampung Anyar
Kepala Dusun Krajan

Kepala Dusun Mangaran

Kepala Dusun Sumberasih

Kepala Dusun Bejong

Kepala Dusun Lider

4. No. Telepon *

57

Pt 3D bor i

Az s Pn

Contoh pengisian jawaban yang benar (%

lidak 9 # 7

Ferdagangan

= o 0 0 ®

HIPPAM

Wandiri @ O 8 O

Arum (Hp)

Contoh pengisian jawaban yang benar £
Tidek 9 8 7

Perdagangan

A @ 0 00O

HIPPAM

Mandiri 0 O © O

Arum (Hp)

Contoh pengisian jawaban yang salah X
Tidak 9 8 7

Pedsgrgn N G O

Pe)

HIPPAM

Wandic 0O 0 ® O

A (Hp)

Saneg

e}

“



ATTEEIEM Kunseosr s

Contoh pengsian jawaban yang salah X

Tdek 9 e 7 8 5 4

~

mee @0 0 6 0 o o o

HIPPAM

Mandir ®@ O 0O O 0 0O 0 O

Acum (Hp)

o o

6. Apakah Saudaraii paham torkail pelunjuk pengisian kuisioner? «
Tanda satu oval sajo.

(3 Ya,saya mengeri

Perbandingan Berpasangan Allamalif Kailannya Dengan Kriteria Kesejahleraan
Masyarakal

Terdapat 3 Alteratif (unit usaha BUMDas):
1. Perdagangan (Pa}

2. HIPPAM Mandir Asum (Hp)

3. Pengelolaan Sampah (Ps)

pad indikalor yang dipilh sebagai
sedangkan indikatar yang tidak dipilih wiajib untuk diisi ‘Tidak’ dan tidak
dipercenankan untuk mengisi angka/selain *Tidak'

ATIRRSEPH Kuearees Pasilan e

Kertenir ek ebuat ot £ dukarg slen Gaogle

Google Formulir

o Fagas

7. Dalam mempertimbangkan prioritas unit usaha untuk Kesejahteraan Masyarakat. Atematit *
manakah yang lebih penting Perdagangan (Pg) atau HIPPAN Mandiri Aum (Hp)?

Tandai cato oval saja per bars,

Tidsk 9 2 7 B 5 1 3

@

Dalam mempertimbangkan prioritas unit usaha untuk Kesejahteraan Masyarakat, Atematif *
manakah yang lebih penting Perdagangan {Pg) alau Pengelolasn Sampah (Ps)?

et baris,
Tidek 9 8 i 5 s 4

Perdagangan v P (

®a) 2

Pengelolasn p ‘

Sampah (Ps)

. »

9 Dalam mempertimbangkan prioritas unit usaha untuk Kesejahteraan Masyarakat, Atematit *
manakah yang lebih penting HIPPAR Mandiri Arum (Hp) stau Pengelolaan Sampsh (Ps}?

o

vai sajo s b,

Ticak 9 8 7 3 5 4 3 z

HIPPAM

Mandiri
Arum (Hp)

Pengelolaan

®s)
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Lampiran 5. Rekapitulasi Hasil Kuesioner

Tabel 1. Hasil Kuesioner

59

REKAPITUASI HASIL KUISIONER

Perbandingan Berpasangan (Paiwirse Comparison)

Responden Kesejahteraan Masyarakat
Pg/Hp Pg/Ps Hp/Ps
Direktur BUMDes 1/9 1/9 11
Ketua BPD 51 1/5 1/9
Kepala Desa 1/9 1/8 7/1
Kadus Pasar 1/9 1/9 1/1
Kadus Kp. Anyar 3/1 1/1 1/3
Kadus Krajan 8/1 9/1 1/7
Kadus Mangaran 6/1 1/6 1/9
Kadus Sumberasih 8/1 7/1 1/5
Kadus Bejong 1/6 1/9 1/5
Kadus Lider 1/9 51 7/1




Lampiran 6. Perhitungan Bobot Prioritas Alternatif
1. Pembuatan Matriks Perbandingan Berpasangan (paiwirse comparison)
a. Matriks perbandingan berpasangan (paiwirse comparison)

jawaban/penilaian oleh Direktur BUMDes Mandiri Arum
Tabel 2. Matriks Perbandingan Berpasangan

Pg Hp Ps
Pg 1/1 1/9 1/9
Hp 9/1 1/1 1/1
Ps 9/1 1/1 171

Dibuat dalam bentuk desimal:

Tabel 3. Matriks Perbandingan Berpasangan Desimal

Pg Hp Ps
Pg 1 0,11 0,11
Hp 9 1 1
Ps 9 1 1

b. Matriks perbandingan berpasangan (paiwirse comparison)

60

dari

dari

jawaban/penilaian oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sumberarum

Tabel 4. Matriks Perbandingan Berpasangan

Pg Hp Ps
Pg 1/1 5/1 1/5
Hp 1/5 1/1 1/9
Ps 5/1 9/1 1/1

Dibuat dalam bentuk desimal:

Tabel 5. Matriks Perbandingan Berpasangan Desimal

Pg Hp Ps
Pg 1 5 0,2
Hp 0,2 1 0,11
Ps 5 9 1

c. Matriks perbandingan berpasangan (paiwirse comparison)
jawaban/penilaian oleh Kepala Desa Sumberarum

Tabel 6. Matriks Perbandingan Berpasangan

Pg Hp Ps
Pg 1/1 1/9 1/8
Hp 9/1 1/1 7/1
Ps 8/1 1/7 171

Dibuat dalam bentuk desimal:

dari



Tabel 7. Matriks Perbandingan Berpasangan Desimal

Pg Hp Ps
Pg 1 0,11 0,13
Hp 9 1 7
Ps 8 0,14 1

. Matriks  perbandingan berpasangan (paiwirse comparison)
jawaban/penilaian oleh Kepala Dusun Pasar

Tabel 8. Matriks Perbandingan Berpasangan

Pg Hp Ps
Pg 1/1 1/9 1/9
Hp 91 1/1 171
Ps 9/1 1/1 171

Dibuat dalam bentuk desimal:

Tabel 9. Matriks Perbandingan Berpasangan Desimal

Pg Hp Ps
Pg 1 0,11 0,11
Hp 9 1 1
Ps 9 1 1

. Matriks  perbandingan berpasangan (paiwirse comparison)
jawaban/penilaian oleh Kepala Dusun Kampung Anyar

Tabel 10. Matriks Perbandingan Berpasangan

Pg Hp Ps
Pg 1/1 31 171
Hp 1/3 1/1 1/3
Ps 1/1 3/1 111

Dibuat dalam bentuk desimal:

Tabel 11. Matriks Perbandingan Berpasangan Desimal

Pg Hp Ps
Pg 1 3 1
Hp 0,33 1 0,33
Ps 1 3 1

Matriks perbandingan berpasangan (paiwirse comparison)

jawaban/penilaian oleh Kepala Dusun Krajan

Tabel 12. Matriks Perbandingan Berpasangan

Pg Hp Ps
Pg 1/1 8/1 9/1
Hp 1/8 1/1 1/7

Ps 1/9 7/1 171

61
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Dibuat dalam bentuk desimal:

Tabel 13. Matriks Perbandingan Berpasangan Desimal

Pg Hp Ps
Pg 1 8 9
Hp 0,13 1 0,14
Ps 0,11 7 1

. Matriks perbandingan berpasangan (paiwirse

jawaban/penilaian oleh Kepala Dusun Mangaran

Tabel 14. Matriks Perbandingan Berpasangan

Pg Hp Ps
Pg 1/1 6/1 1/6
Hp 1/6 1/1 1/9
Ps 6/1 9/1 1/1

Dibuat dalam bentuk desimal:

Tabel 15. Matriks Perbandingan Berpasangan Desimal

Pg Hp Ps
Pg 1 6 0,17
Hp 0,17 1 0,11
Ps 6 9 1

. Matriks  perbandingan Dberpasangan (paiwirse

jawaban/penilaian oleh Kepala Dusun Sumberasih

Tabel 16. Matriks Perbandingan Berpasangan

Pg Hp Ps
Pg 1/1 8/1 7/1
Hp 1/8 1/1 1/5
Ps 1/7 51 1/1

Dibuat dalam bentuk desimal:
Tabel 17. Matriks Perbandingan Berpasangan Desimal

Pg Hp Ps
Pg 1 8 7
Hp 0,13 1 0,2
Ps 0,14 5 1

Matriks  perbandingan berpasangan (paiwirse

jawaban/penilaian oleh Kepala Dusun Bejong

Tabel 18. Matriks Perbandingan Berpasangan
Pg Hp Ps

Pg 1/1 1/6 1/9

Hp 6/1 1/1 1/5

comparison)

comparison)

comparison)
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Ps 9/1 5/1 1/1

Dibuat dalam bentuk desimal:

Tabel 19. Matriks Perbandingan Berpasangan Desimal

Pg Hp Ps
Pg 1 0,17 0,11
Hp 6 1 0,2
Ps 9 5 1

j. Matriks perbandingan berpasangan (paiwirse comparison) dari

jawaban/penilaian oleh Kepala Dusun Lider

Tabel 20. Matriks Perbandingan Berpasangan

Pg Hp Ps
Pg 1/1 1/9 51
Hp 9/1 1/1 7/1
Ps 1/5 1/7 11

Dibuat dalam bentuk desimal:

Tabel 21. Matriks Perbandingan Berpasangan Desimal

Pg Hp Ps
Pg 1 0,11 5
Hp 9 1 7
Ps 0,2 0,14 1

2. Penetapan Bobot Prioritas

a. Pencarian Geomatric Mean (GM)

GM,;; ='¥Y1'1"171'1'1"1'1'1"'1

GM,, ='{/0,11'5'0,11'0,11'3'8’6'8'0,17'0,11

= 1%/0,1434
=0,824

GM,; ='/0,1170,270,13'0,11'1'9'0,17'7'0,11'5

= %/0,0019
0,534

GM,, ='3/9'0,2'9'970,33'0,13'0,17'0,13'6'9

= "/7,4645

=1,223



GM,, =1"1'1'1'1'1'1'1'1'1
— 10
=1
GM,; ='%/170,11'771'0,33'0,1470,11'0,2' 0,2 7

= '%/0,0011
=0,506

GM; 4 :13/9'5'8'9'1'0,11'6’0,14’9’0,2

= '/538,8768

= 1,876

GM;, ='3/1'9'0,14'1'3'7'9'5'5'0,14
= '%/833,49
= 1,959

GM;, =3¥1"1"1"17171’1’1'1'1

=91
=1
Tabel 22. Matriks Perbadingan Berpasangan GM
Pg Hp Ps
Pg 1 0,824 0,534
Hp 1,223 1 0,506
Ps 1,876 1,959 1
Jumlah 4,099 3,783 2,040

. Penentuan Bobot Prioritas

Tabel 23. Matriks Perbandingan Berpasangan e.v

Bobot Prioritas

Pg Hp Ps Jumlah (e.v)

Pg 0,244 0,218 0,262 0,724 0,241
Hp 0,298 0,264 0,248 0,810 0,270
Ps 0,458 0,518 0,490 1,466 0,489
Jumlah 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000

Maka Prioritas Alternatif adalah:

1. Prioritas Pertama :Ps =0,489
2. Prioritas Kedua :Hp =0,270
3. Prioritas Ketiga  :Pg =0,241



3.

Pengukuran Konsistensi Logis

a. Pencarian Vektor [A]

Apg  =(1x0,241)+ (0,824 x 0,270) + (0,534 x 0,489)

=0,725

App  =(1,223x0,241) + (1 x 0,270) + (0,506 x 0,489)

=0,812
Aps  =(1,876x 0,241) + (1,959 x 0,270) + (1 x 0,489)
=1,470
Tabel 23. Nilai Vektor [A]
Matriks Awal Bobot
Prioritas  Vektor [A]
Pg Hp Ps (e.v)
Pg 1 0,824 0,534 0,241 0,725
Hp 1,223 1 0,506 0,270 0,812
Ps 1,876 1,959 1 0,489 1,470
Jumlah 4,099 3,783 2,040 1,000 3,007
b. Pencarian Vektor [B]
B 0,725 0,812 1,470
10,241 0,270 0,489
B = 3,008 3,007 3,006
Tabel 25. Nilai Vektor [B]
Matriks Awal Bobot
Prioritas  Vektor [A] Vektor [B]
Pg Hp Fp (e.v)
Pg 1 0,824 0,534 0,241 0,725 3,008
Hp 1,223 1 0,506 0,270 0,812 3,007
Fp 1,876 1,959 1 0,489 1,470 3,006
Jumlah 4,099 3,783 2,040 1,000 3,007 9,021

c. Pencarian Maximum Eigenvalue

9,021

A max =

A max = 3,007

d. Pengukuran Consistency Index

| 3,007 — 3
- 3-1
CI=0,0035
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e. Penentuan Random Index
n =73 maka RI = 0,58
f. Penentuan Consistency Ratio

0,0035
0,58

CR = 0,006 (valid)
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Lampiran 7. Perhitungan Proporsionalitas
1. Mengonversi bobot prioritas menjadi presentase setiap unit usaha
GPpg = 0,241 x 100%
GPpg = 24,1%
GPyp = 0,270 x 100%
GPyp =27%
GPps = 0,489 x 100%
GPps = 48,9%
2. Pengaplikasian pada modal BUMDes
Mpg = 24,1% x Rp63.763.500,00

Mpg = Rp15.367.003,50
Mpp = 27% x Rp63.763.500,00
Mpg = Rp17.216.145,00

Mps = 48,9% x Rp63.763.500,00
Mps = Rp31.180.351,50



Lampiran 8. Dokumentasi
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